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BERITA DAERAH
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PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 11 TAHUN2017

TENTANG

TAHUN 2017

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK. BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

bahwa berdasarkan Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian
Keuangan Republik Indonesia Tahun 2014 dan sebagai
pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 15, Pasal 17
ayat (6), Pasal 21, Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (7), Pasal 27
ayat (3) dan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Majalengka, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di
Kabupaten Majalengka.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3029);

3. Undang-Undang 2
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3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-
Undang Nomor6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Nomor4999);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor3987);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor3851);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4189);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4286);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana te1ah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 .Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4438);

10. Undang-Undang 3
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10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor112,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor5038);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4049);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Penge101aanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penye1enggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian Dana Pemanfaatan InsentiI Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5161);

17. Peraturan Pemerintah Nomor91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah YangDipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri 01eh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5179);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Penge101aan Keuangan Daerah
sebagaimana te1ah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri DalamNegeri 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengeIoIaan
Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/MK.07/2010
tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Intemasional Yang
Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;

20. Peraturan 4
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20. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 213/PMK.07/201O dan Nomor 58 Tahun 2010
tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah
sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor
15/PMK.07/201O dan Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah

21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Penge101aan Keuangan Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 2).

23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
PAJAK.BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN MAJALENGKA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.

2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Badan adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Majalengka.

6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang PBB dan BPHTB pada Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.

7. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang yang berada dibawah Bidang
PBB dan BPHTB pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Majalengka.

8. Kas Umum Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten
untuk memegang Kas Daerah.

9. Pajak 5
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9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disebut PBBP2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan hukum,
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan dan pertambangan.

10.ObjekPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya
disebut Objek PBB P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan hukum,
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan dan pertambangan.

11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman
serta laut wilayahkota.

12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara
tetap pada tanah dan/atau perairan pendalaman dan/atau laut.

13. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang
selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan hokum
yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh
manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh
manfaat atas Bangunan.

14.WajibPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disebut dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan hokum yang
secara nyata mempunyai suatu. hak atas bumi dan/atau memperoleh
manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,menguasai, dan/atau memperoleh
manfaat atas bangunan dan dikenakan kewajibanmembayar pajak.

15. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yangme1akukanusaha maupun yang tidak me1akukanusaha
yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainya, .
Badan Usaha MilikNegara (BUMN),atau Badan Usaha MilikDaerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apapun ftrma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainya, lembaga dan bentuk badan hukum
lainya termasuk kontrak investasi ko1ektif.

16. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang se1anjutnya disingkat SPOPadalah
surat yang digunakan oleh WajibPajak untuk me1aporkandata subjek dan
objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

17. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang se1anjutnya disingkat
LSPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
me1aporkandata subjek dan objekPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.

18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT
adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk
memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajibpajak.

19. Surat Tanda Terlma Setoran yang selanjutnya disebut SITS adalah bukti
pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
terutang.

21. Surat 6



6

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKB,adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN,
adalah surat. keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang
samabesamya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak.

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang
terutang atau tidak seharusnya terutang.

25. Penelitian adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dan
perhitungan pajak terutang pada SPOP danfatau SSPD sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah dilakukan pembayaran
ke kas daerah kecuali pajak terutang nihil sesuai ketentuan yang berlaku.

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, danfatau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah danfatau tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

DAB II
RUANG LINGKUP

Pasa12

(1) Tata cara pengelolaan PBBdalam Peraturan Bupati ini meliputi :
a. Tata Cara Pendaftaran Pendataan dan Pelaporan ObjekPajak;
b. Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPOP;
c. Tata Cara Penilaian dan Penetapan ObjekPajak;
d. Tata Cara Penerbitan SPPT,SKPDdan SKPDN;
e. Tata Cara Penyampaian SPPT,SKPDdan SKPDN;
f. Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan

Pembayaran Pajak;
g. Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan;
h. Tata Cara Pengurangan atau Pengbapusan Sanksi Administrasi;
i. Tata Cara Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak;
j. Tata Cara Pengembalian KelebihanPembayaran Pajak;
k. Tata Cara Penentuan KembaliTanggalJatuh Tempo;
1. Tata Cara Pemeriksaan Pajak;
m. Tata Cara Penagihan;
n. Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak YangSudah Kadaluwarsa.

(2) Pendaftaran, Pendataan dan pelaporan objek pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)huruf a adalah pendataan dan pelaporan objek pajak PBByang
belum terdaftar pada administrasi Pemerintah Daerah.

(3)Penerbitan 7
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(3) Pengisian dan penyampaian spap, SPPr, SKPD dan SKPDN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pengisian dan penyampaian spap
dalam rangka pendataan objek dan subjek PBB.

(4) Penilaian dan penetapan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c adalah penilaian dan penetapan objek pajak dalam rangka
pembentukan danfatau pemeliharaan basis data sistem manajemen
informasi objek pajak.

(5) Penerbitan SPPr, SKPD dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d adalah proses penerbitan berdasarkan cetak masal PBB atau
berdasarkan pendaftaran langsung wajib pajak.

(6) Pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah proses pembayaran,
penyetoran angsuran dan penundaan pembayaran PBB yang dilakukan oleh
wajib pajak me1alui tempat pembayaran yang ditunjuk dan harus dilunasi
paling lambat 5 (lima) bulan sejak tanggal diterimanya SPPr oleh Wajib
Pajak.

(7) Pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f adalah pengajuan keberatan atas ketetapan PBB yang diajukan oleh
wajib pajak.

(8) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g adalah pemberian pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi PBB yang dilakukan oleh Bupati atas permohonan wajib
pajak.

(9) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf h adalah pemberian pengurangan atau pembatalan
ketetapan PBB yang dilakukan oleh Bupati atas permohonan wajib pajak
berdasarkan hal-hal tertentu.

(10) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf i adalah pengembalian kelebihan pembayaran PBB
berdasarkan keputusan Bupati kepada wajib pajak.

(11) Penentuan kembali tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurufj adalah penentuan kembali tanggalfsaatjatuh tempo pembayaran
atas permohonan Wajib Pajak karena keterlambatan diterimanya SPPr atau
terlambat pengembalian spap karena sebab-sebab tertentu.

(12) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah tata
cara penagihan Wajib Pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar setelah
jatuh tempo pembayaran.

(13) Penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf I adalah penghapusan piutang pajak
berdasarkan Keputusan Bupati atas penagihan pajak yang telah melampaui
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak.

BAH III 8
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DAB III
TATA CARA PENGELOLAANPBB

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran, Pendataan dan Pelaporan Objek Pajak

Paragraf 1
Tata cara Pendaftaran Obyek Pajak

Pasal3

(1) Pendaftaran objek Pajak PBB-P2 dilakukan oleh wajib pajak dengan cara
mengisi SPOPdan LSPOP.

(2) Pendaftaran untuk objek pajak khusus, data-data tambahan menggunakan
Lembar Kerja Objek Khusus (LKOK)atau lembar catatan lain untuk
menampung informasi tambahan sesuai keperluan penilaian masing-masing
objek pajak.

(3) SPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan
disampaikan ke Badan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal
diterimanya SPOPoleh subjek pajak atau kuasanya.

Paragraf2
Pendataan Obyek Pajak

Pasal4

(1) Pendataan objekpajak dilakukan dengan cara:
a. pasif, yaitu pendataan yang dilakukan oleh subjek Pajak dengan cara

mengisi, menandatangani, dan menyerahkan SPOP danfatau LSPOP
kepada Badan;

b. aktif, yaitu pendataan oleh Badan dengan menggunakan formulir SPOP
danfatau LSPOPmelalui identifikasi objek pajak, verifikasi data objek
pajak, dan pengukuran bidang objek pajak dengan mencocokkan data
yang ada di Badan dengan kondisi sebenarnya objek dan subjek pajak di
lapangan.

(2) Subjek pajak wajib mendaftarkan Objek Pajaknya dengan mengisi SPOP
danfatau LSPOPdengan jelas, benar, dan lengkap meliputi letak Objek
Pajak serta ditandatangani dan disampaikan kepada Badan paling lambat
30 (tigapuluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOPdanfatau LSPOP
dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I huruf A Peraturan
Bupati ini.

(3) Pendataan melalui identifikasi dilakukan pada objek pajak yang belum
terdata dalam administrasi pembukuan PBB-P2.

(4) Pendataan melalUiverifikasidilakukan pada objek pajak yang sudah terdata
dalam administrasi pembukuan PBB-P2.

(5) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila
ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki wajib pajak atau
fiskus dengan bukti di lapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan
pemeriksaan.

(6)Bentuk 9
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(6) Bentuk formulir permohonan pendaftaran objekjsubjek pajak sebagaimana
tercantum pada LampiranI huruf B Peraturan Bupati ini.

Pasal5

(1) Berdasarkan hasil pendataan terhadap objekpajak diberikan Nap.

(2) Persyaratan untuk dikeluarkannya Nap adalah:
a. melampirkan foto copyKTPjKSKjdokumenlain yang sah;
b. melampirkan foto copybukti kepemilikan;
c. surat keterangan dari desajkelurahan;
d. mengisi formulir SPOP danjLSPOP disertai tanda tangan wajib pajak

atau kuasanya.

(3) Pendataan terhadap mutasi penuh tidaJ<menghilangkan Nap lama.

(4) Pendataan terhadap mutasi pecah atas tanah induk, masing-masing
penerima pecahan mendapat Nap barn, sedangkan Nap lama terpakai
sebagai Nap induk.

(5) Terhadap penggabungan beberapa Nap, Nap terkecil dipakai untuk Nap
induk sedangkan Nap lainnya dihapus.

(6) Struktur Nap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 18 (de1apan
belas) digit, dengan urutan:
a. digit ke-l dan ke-2 merupakan kode propinsi;
b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode Kabupaten;
c. digit ke-5 sampai dengan digitke-7 merupakan kode kecamatan;
d. digitke-8 sampai dengan digitke-10merupakan kodeDesajkelurahan;
e. digitke-ll sampai dengan digitke-13merupakan kodenomor urut blok;
f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode urut Objek

Pajak; dan;
g. digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.

(7) Penulisan Nap dalam SPPf sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum
dalam LampiranI huruf C Peraturan Bupati ini:

(8) Bentuk dan format SPPf sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum
dalam Lampiran I huruf D Peratutan Bupati ini.

Pasa16

(1) Dalam melakukan kegiatan Pendataan pemeliharaan basis data SISMIOP,
Badan dapat bekeIja sama dengan instansi yang terkait.

(2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan
data yang diperlukan.

(3) Pendataan objek dan subjek PBB-P2dalam rangka pemeliharaan basis data
SISMIOPdapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan
teknis yang ditentukan dan ditunjuk Badan.

Paragraf 3 10
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Paragraf3
Pelaporan Obyek Pajak

Paaal7

(1) Pelaporan Objek Pajak merupakan suatu kegiatan Subjek Pajak untuk
melaporkan Objek Pajaknya dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan
Objek Pajak (SPOP).

(2) Pelaporan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Subjek Pajak kepada Bupati melalui Kepala Badan.

(3) Pelaporan objek pajak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang

ditujukan kepada Kepala Badan dengan mengisi formulir SPOP dan
LSPOP dengan jelas, benar dan lengkap ditandatangani oleh subyek
pajak atau wajib pajak;

b. Dalam hal SPOP dan LSPOP ditandatangani oleh bukan Subjek Pajak
atau Wajib Pajak, harus dilampiri dengan surat kuasa;

c. formulir SPOP dan LSPOP disediakan oleh Badan dan tidak dipungut
biaya;

d. Wajib Pajak yang memiliki NPWP/NPWPDmencantumkan NPWP/NPWPD
dalam kolom yang tersedia dalam SPOP;

e. surat permohonan dan SPOP dan LSPOP disampaikan kepada Badan
paling Iambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya SPOP oleh
subjek pajak atau Wajib Pajak atau kuasanya; dan

f. melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :
1. foto copy KTPatau identitas diri lainnya;
2. foto copy bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah

(sertifikat/ AJB/ Girik/dokumen lain yang sejenis);
3. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (1MB) bagi yang memiliki

bangunan;
4. foto copy NPWP(bagiyang memiliki NPWP);
5. foto copy SSB/SSPD BPHTB;dan
6. surat keterangan tanah dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh

Camat setempat untuk tanah yang belum bersertiftkat.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengiaian dan Penyampaian SPOP

PasalS

(1) Pengisian SPOPdilakukan oleh Subjek Pajak.

(2) SPOPdiisi dengan identitas Subjek dan Objek Pajak secara benar.

(3) SPOPharus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh
Subjek Pajak dan dikembalikan kepada Badan.

(4) Dalam hal yang menjadi Subjek Pajak adalah Badan hukum maka yang
menandatangani SPOPadalah pengurus atau direksi.

(5) Dalam hal SPOP ditandatangani bukan oleh Subjek Pajak, maka harus
dilampiri oleh Surat Kuasa khusus dari Subjek Pajak.

(6)Tanda 11
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(6) Tanda penerimaan SPOP yang diberikan oleh Pejabat badan hukum yang
ditunjuk menjadi tanda bukti pengembalian SPOP.

(7) Dalam hal SPOP dikembalikan melalui pas tercatat, maka tanggal yang
tercantum pada bukti pengiriman dianggap sebagai tanggal pengembalian
SPOP.

Pasal9

(1) Penyampaian SPOP dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Kepala Badan,
paling lama 30 (tiga puluh) hari keIja sejak diterimanya SPOP oleh Subjek
Pajak.

(2) Penyampaian SPOP untuk Subjek Pajak Orang Pribadi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)dengan melampirkan sebagai berikut :
a. FotocopyKartu Tanda Penduduk (KTP);
b. Fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah danfatau Bangunan yang disyahkan

oleh Pejabat yang berwenang;
c. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (1MB)bagi bangunan yang telah

memiliki 1MB.

(3) Penyampaian SPOP untuk Subjek Pajak Badan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)dengan melampirkan sebagai berikut:
a. FotocopyAkta pendirian badan hukum dan perubahannya;
b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)yang menandatangani SPOP dan

surat kuasa bagi yang dikuasakan;
c. Fotocopybukti kepemilikan tanah danfatau bangunan;
d. Fotocopylzin Mendirikan Bangunan (1MB);

Baglan Ketiga
Tata Cam PenUaian clan Penetapan Objek Pajak

Pasall0

(1) Penilaian objek pajak dilakukan oleh Badan baik secara massal maupun
secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang teIah
ditentukan.

(2) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)digunakan
sebagai dasar penentuan NJOP.

Pasalll

Penilaian massal sebagaimana dimaksud dalam PasallO ayat (1)dapat berupa:
a. penilaian massal tanah;
b. penilaian massal bangunan dengan menyusun Daftar Biaya Komponen

Bangunan (DBKB)objek pajak standar; atau
c. penilaian massal bangunan dengan menyusun Daftar Biaya Komponen

Bangunan (DBKB)objek pajak non standar.

Pasal12

Penilaian individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat
berupa:

a. penilaian 12
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a. penilaian individual untuk objek pajak berupa bumi dengan pendekatan data
pasar;

b. penilaian individual baik untuk tanah maupun bangunan dengan pendekatan
biaya; dan

c. penilaian individual untuk objek pajak bangunan dengan pendekatan
kaprtalisasipendapatan.

Pasal13

(1) Setiap Petugas yang melaksanakan kegiatan penilaian objek PBB-P2 dalarn
rangka penentuan besarnya NJOP wajib merahasiakan segala sesuatu yang
diketahuinya atau diberitahukan oleh wajib pajak.

(2) Da1ammelakukan kegiatan penilaian objek PBB-P2 dan pemeliharaan basis
data PBB guna penentuan besarnya NJOP, Badan dapat bekeIja sarna
dengan Kantor Pertanahan, dan/ atau instansi lain yang terkait.

(3) Penilaian objek PBB-P2 dalarn rangka penentuan besarnya NJOP dan
pemeliharaan basis data dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga yang memenuhi
persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk Badan yang dituangkan
dalarn bentuk PeIjanjian KeIjasarna.

(4) Klasiflkasi perhitungan NJOP dilakukan dengan melihat harga pasar dan
traksaksi jual bell melalui BPHTB dengan Tabel Klasiflkasi sebagaimana
tercantum dalarn Lampiran Ihuruf E Peraturan ini.

Pasal14

(1) Berdasarkan hasil pendataan dan penilaian terhadap objek pajak, Bupati
menetapkan ketetapan Pajak dengan menerbitkan SPPT, SKPDdan SKPDN

(2) Terhadap objek pajak yang nilai total NJOPnya sarna atau lebih rendah dari
NJOPTKP dan/ atau nilai pajak terutangnya sarna atau lebih rendah dari
ketetapan pajak minimal dikenakan ketetapan pajak minimal

(3) Ketetapan pajak minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh Bupati atas usul Kepala Badan.

(4) Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan NJOP dengan format
sebagaimana tercantum dalarn Lampiran Ihuruf F Peraturan Bupati ini.

(5) Badan mengeluarkan Surat Keterangan NJOP dapat dikeluarkan dengan
format sebagaimana tercantum dalarn Lampiran Ihuruf G Peraturan Bupati
ini.

Bagian Keempat
Tata Cam Penerbitan SPPT, SKPD clan SKPDN

Pasal15

(1) Kepala Badan atas narna Bupati menerbitkan SPPT/SKPD/SKPDN.

(2) SPT dicetak/ diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis
data Pemerintah Daerah dan/atau berdasarkan SPOP yang disarnpaikan
Wajib Pajak.

(3) Penandatanganan 13



13

(3) Penandatanganan SPPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat
dilakukan dengan :
a. Cap dan Tanda tangan basah, untuk ketetapan Pajak di atas

Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah);
b. Cap dan Cetakan tanda tangan, untuk ketetapan Pajak dibawah

Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah).

(4) SPPTdapat diterbitkan melalui :
a. Pencetakan massal;
b. Pencetakan dalam rangka:

1. Pembuatan salinan SPPT;
2. Penerbitan SPPT sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan,

pengurangan atau pembetulan;
3. Tindak Ianjut pendaftaran objek pajak barn; dan
4. Mutasi objek danjatau subjek pajak.

(5) SPPTyang sudah dicetak diberikan kepada DesajKelurahan dan Kecamatan
melalui Berita Acara dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I huruf H Peraturan Bupati ini

(6) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan pembetulan
SPPT baik dilakukan secara perseorangan atau kolektif dengan format
sebagaimana tercantum pada Lampiran 1huruf I Peraturan Bupati ini.

Pasa116

(1) Kepala Badan dapat mengeluarkan SKPDdalam hal-hal sebagai berikut :
a. Apabila penyampaian SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau bila Subjek Pajak
tidak mengisi SPOPdan LSPOPdengan benar;

b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata
jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung
berdasarkan SPOPyang disampaikan WajibPajak.

(2) Dalamjangka waktu 5 (lima)tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala
Badan atas nama Bupati dapat menerbitkan SKPDNjika jumlah pajak yang
terutang sarna besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak.

Pasal17

(1) Atas dasar pengalihan objek pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan mutasi sebagianjseluruhnya objek dan subjek pajak.

(2) Kelengkapan permohonan mutasi objek dan subjek pajak, meliputi :
a. Surat permohonan mutasi;
b. Foto copyKTPdengan memperlihatkan aslinya;
c. Bukti lunas Pajak tahun sebelumnya;
d. MengisiSPOPdan LSPOP;

e. Foto copy 14
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e. Foto copy SSBjSSPD BPHTByang telah divalidasi;
f. Bukti perolehanjpengalihan objek pajak;
g. Foto copy bukti kepemilikanjpenguasaanjpemanfaatan tanah

(sertiflkatj AJBj girikj dokumen lain yang sejenis); dan
h. Surat kuasa (apabila dikuasakan).

(3) Penyelesaian mutasi sebagianjseluruh objek dan subjek pajak melalui
penelitian administrasijlapangan dan dituangkan dalam berita acara
melalui proses pemutakhiran data geograflsjbidang.

(4) Permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan dengan
mengajukan permohonan dengan format Surat Permohonan Mutasi
perorangan dan kolektif sebagaimana tercantum pada Lampiran I huruf J
Peraturan Bupati ini.

(5) Hasil penelitian administrasijlapangan dituangkan dalam Berita Cara
Penelitian dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf K
Peraturan Bupati ini.

Pasal18

(I) Atas dasar belum diterimanya SPPT atau sebab lain, Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT dan/atau SKPD secara
perorangan ataupun secara kolektif kepada Badan.

(2) Kelengkapan persyaratan pengajuan penerbitan SPPTj SKPDantara lain :
a. Surat permohonan penerbitan salinan;
b. Surat pengantar dari kelurahan;
c. STTSlunas PBBtahun sebelumnya atau tahun beIjalan;
d. Foto copy KTP;
e. Surat kuasa (apabila dikuasakan).

Bagian KeUma
Tata Cara Penyampaian SPPT, SKPD dan SKPDN

Pasal19

(I) Penyampaian SPPT, SKPD dan SKPDN dilakukan melalui Pemerintah
Kecamatan dan DesajKelurahan untuk disampaikan kepada Wajib Pajak.

(2) Badan menyampaikan SPPT, SKPD dan SKPDN kepada Camat disertai
dengan Berita Acara serah terima yang dibuat rangkat 2 (dua).

(3) Camat dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari keIja menyampaikan SPPT,
SKPDdan SKPDNkepada Kepala DesajLurah disertai dengan Berita Acara
serah terima yang dibuat dalam rangkap tiga (tiga).

(4) Kepala DesajLurah paling lambat 15 (lima belas) hari keIja menyampaikan
SPPT, SKPD dan SKPDNkepada wajib pajak dengan mengambil kembali
tanda terima yang berupa sobekan SPPTbagian bawah atau tanda terima
penyampaian SKPDdan SKPDNyang telah ditandatangani WajibPajak.

Pasa120 IS
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Pasal20

(1) Kepala Desa/Lurah melaporkan penyampaian SPPr, SKPD dan SKPDN
kepada Camat.

(2) Camat wajib melakukan monitoring penyampaian SPPr, SKPDdan SKPDN
oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan melaporkan kepada Bupati melalui
Kepala Badan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf L Peraturan Bupati ini

Bagian Keenam
Tata Cam Pembayaran, Penyetoran Angsuran

dan PenUDdaan Pembayaran

Pasal21

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPr harus dilunasi paling lambat 5 (lima)
bulan sejak tanggal diterimanya SPPr oleh wajib pajak.

(2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD harus dilunasi paling lambat 1
(satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPDoleh wajib pajak.

(3) Dalam hal pajak terutang sebagaimana dimaksud ayat (1)dan ayat (2) tidak
atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran, Kepala Badan
menerbitkan STPD.

(4) Jumlah pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar dalam STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditambah denda administrasi sebesar
2% (dua persen) setiap bulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai
dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan.

(5) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan format sebagaimana
tarcantum pada Lampiran I huruf MPeraturan Bupati ini.

Pasal22

Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk
oleh Bupati.

Pasal23

(1) Pembayaran pajak terutang melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk
oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilakukan secara
langsung ke tempat pembayaran yang ditunjuk sebagaimana tercantum
dalam SPPr/SKPD/STPD.

(2) Pembayaran dengan cek Bank/Giro BiIyetBank, baru dianggap sah apabiIa
telah dilakukan kliring.

(3) Wajib Pajak menerima Tanda Bukti Pembayaran sebagai bukti telah
melunasi pembayaran PBB dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh
Bupati.

(4)Apabila 16
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(4) Apabila Wajib Pajak dalam suatu hal memerlukan SITS, Wajib Pajak dapat
menukarkan Bukti Pembayaran dari Bank dengan SITS melalui Badan.

(5) Bank atau tempat pembayaran berkewajiban mengirimkan Bukti
Pembayaran kepada WajibPajak yang melakukan pembayaran pajak melalui
kiriman uang/transfer.

Pasal24

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar
dalam SPPT, STPD, SKPDKB,dan SKPDKBTyang menyebabkan jumlah
pajak yang terutang bertambah kepada Bupati melalui Kepala Badan.

(2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan :
a. satu surat permohonan untuk satu SPPT,SKPD,atau STPD;
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui

Kepala Badan, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung
permohonan;

c. Permohonan mencantumkan :
1. jumlah Utang PBB yang dimohonkan pengangsuran pembayarannya,

masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
2. jumlah Utang PBByang dimohonkan penundaan pembayarannya dan

jangka waktu penundaan;
d. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh

bukan WajibPajak harus dilampiri surat kuasa;
e. tidak memiliki tunggakan PBBtahun-tahun sebelumnya;
f. dilampiri fotokopi SPPT, SKPDPBB, atau STPDPBB, yang dimohonkan

pengangsuran atau penundaan.

(3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diajukan oleh Wajib Pajak yang mengalami kesulitan likuiditas, kesulitan
keuangan, atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib
Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling
lama 9 (sembilan) hari keIja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang
pajak berakhir disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon
diangsur atau ditunda.

(5) Apabila sampai batas waktu 9 (sembilan) hari keIja sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar
kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oleh
Kepala Badan sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran
keadaan di luar kekuasaannya tersebut.

(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan
Kepala Badan tidak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak
dianggap diterima.

Paeal 25 17
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Pasal25

(1) Kepala Badan atas nama Bupati dapat memberikan persetujuan kepada
Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
berdasarkan permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

(2) Kepala Badan menerbitkan surat keputusan atas permohonan untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak,
paling lama 7 (tujuh) hari keIja setelah tanggal diterimanya permohonan.

(3) Jangka waktu masa angsuran atau penundaan dalam Keputusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 12 (dua beIas) bulan
dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan di luar
kekuasaan WajibPajak.

(4) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) atau Pasal 24 ayat (6) tidak dapat lagi diajukan
permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

Pasal26

(1) Pengangsuran atas pembayaran Utang PBB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 dapat diberikan dengan ketentuan :
a. jangka waktu pengangsuran paling lama 12 (dua belas) bulan sejak

diterbitkannya surat keputusan dengan pengangsuran paling banyak 1
(satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan

b. masa pengangsuran dimulai setelah jatuh tempo SPPT, SKPD, atau
STPD.

(2) Besarnya pembayaran angsuran atas Utang PBBditentukan dalam jumlah
yang sama besar untuk setiap angsuran.

Pasal27

(1) Penundaan atas pembayaran Utang PBB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 dapat diberikan dalamjangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak diterbitkannya surat keputusan.

(2) Besarnya pelunasan atas penundaan pembayaran Utang PBB ditentukan
sebesar Utang PBByang ditunda pembayarannya.

Pasal28

(1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan
pertimbangan KepalaBadan, kecuali ditentukan lain oleh KepalaBadan.

(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank,
surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang
oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, dan/atau sertifikat deposito.

Pasal 29 18
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Pasal29

(1) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (2)tidak dapat dipertimbangkan.

(2) Dalam hal permohonan pengangsuran atau penundaan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala Badan dalam
jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari keIja sejak tanggal diterimanya
surat permohonan harns memberitahukan secara tertulis disertai alasan
yang mendasari kepada WajibPajak atau kuasanya.

(3) Dalam hal permohonan pengangsuran atau penundaan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih
dapat mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan kembali
sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (2).

Pasal30

(1) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan Utang PBB
menjadi lebih besar atau lebih kedl atas SPPT,SKPD,atau STPDyang telah
diterbitkan keputusan pengangsuran pembayaran Utang PBB berupa
menerima seluruhnya atau menerima sebagian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25, masa dan besarnya angsuran dari saldo utang
PBB ditetapkan kembali dengan ketentuan :
a. Besarnya angsuran dan denda administrasi setiap angsuran disesuaikan;

dan
b. Masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah

disetujui.

(2) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan Utang PBB
menjadi lebih besar atau lebih kecil atas SPPT,SKPD,atau STPDyang telah
diterbitkan keputusan penundaan pembayaran Utang PBB berupa
menerima seluruhnya atau menerima sebagian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25, Wajib Pajak tetap wajib melunasi Utang PBB
tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

(3) Penetapan kembali besarnya angsuran danfatau masa angsuran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan prosedur:

a. Kepala Badan memberitahukan kepada Wajib Pajak atau kuasanya
mengenai perubahan saldo Utang PBB serta permintaan usulan
perubahan pengangsuran;

b. Wajib Pajak atau kuasanya harns menyampaikan usulan perubahan
pengangsuran paling lama 5 (lima) hari keIja sejak tanggal
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. Kepala Badan atas nama Bupati menerbitkan perubahan
keputusan pengangsuran pembayaran PBB berdasarkan usulan yang
disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari keIja sejak
tanggal diterimanya usulan WajibPajak.

(4)Dalam 19
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(4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b Kepala Badan tidak menerima usulan perubahan pengangsuran
dati Wajib Pajak, Kepala Badan atas nama Bupati menerbitkan perubahan
keputusan pengangsuran pembayaran PBB secarajabatan dengan
ketentuan :
a. Besarnya angsuran adalah saldo Utang PBB dibagi dengan sisa masa

angsuran; dan
b. Masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.

Bagian KetuJuh
Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan

Pasal31

(1) Keberatan dapat diajukan atas :
a. SPPT;
b. SKPD.

(2) Keberatan dapat diajukan dalam hal :
a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak atau NJOP tidak

sebagaimana mestinya;
b. terdapat perbedaan penafsiran ketentuan peraturan pajak.

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat diajukan secara:
a. perorangan atau kolektif untuk SPPT;dan
b. perorangan untuk SKPD.

(4) Keberatan terhadap SPPTjSKPD dengan ketetapan
Rpl00.000,00 (seratus ribu rupiah) diajukan secara
kolektifmelalui KepalaDesajLurah yang bersangkutan.

(5) Keberatan atas SPPTjSKPD dengan ketetapan di atas Rp.100.000,00
(seratus ribu rupiah) diajukan oleh WajibPajak secara perseorangan.

(6) Format Permohonan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf APeraturan Bupati ini.

Pasal32

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal Surat Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 ayat (1) diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang
diajukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan.

(2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah
besarnya pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat
dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan.

(4) Bupati dalam memberikan keputusan atas keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)dilimpahkan kepada Kepala Badan.

Pasa133 20



20

Pasal33

(1) Pengajuan Keberatan tid~ menunda kewajiban membayar PBB-P2 yang
terutang dan pe1aksanaan penagihan pajak.

(2) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam
SPPTjSKPD Kepala Badan menerbitkan SPPTjSKPD baru berdasarkan
keputusan keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.

(3) SPPTjSKPDbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bisa diajukan
Keberatan.

Pasa134

(1) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 32 ayat (1),Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau
penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan keberatan belum diterbitkan.

(2) Bupati dalam menetapkan keputusan keberatan atas penunjukan sebagai
Wajib Pajak dan keberatan atas besarnya PBB-P2 terutang atas
permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 32
dilimpahkan kepada KepalaBadan.

Pasal35

(1) Keberatan diajukan secara tertulis kepada Bupati me1aluiKepalaBadan.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka
waktu :
a. Tiga bulan sejak diterimanya SPPTtahun beIjalan kecuali apabila Wajib

Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan di 1uarkekuasaannya; dan;

b. Satu bulan sejak diterimanya SKPD.

(3) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk
memproses surat keberatan adalah :
a. Tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung

oleh WajibPajak atau kuasanya kepada petugas pelayanan pajak;
b. Tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal keberatan

disampaikan me1aluipos dengan bukti pengiriman surat.

Pasal36

(1) Ketentuan bagi wajibpajak untuk mengajukan keberatan sebagai berikut:
a. Surat pengajuan keberatan dibuat secara tertulis dalam bahasa

Indonesia disertai dengan alasan-alasan yangje1as;
b. Surat pengajuan keberatan harus dilampiri bukti-bukti resmi;
c. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)bulan

sejak diterimanya SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2, kecuali karena
kondisi force majeure;

d. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak;
e. Keberatan atas besarnya pajak terutang pada SPPT PBB-P2 atau SKPD

PBB-P2 harus diajukan untuk tiap-tiap obyek pajak dengan surat
keberatan tersendiri pada tiap tahun pajak;

f. Menunjukkan bukti-bukti untuk memperkuat alasan atas keberatannya,
antara lain:

1. Fotocopy 21
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1. FotokopiKTP,Kartu Keluarga, atau identitas wajib pajak lainnya;
2. Bukti kepemilikan hak atas tanahjsertifIkat;
3. Surat pengukuran tanah atau gambar rindan dari tanah yang

dimaksud;
4. Aktejual beli atau segel (aktejual beli di bawah tangan);
5. SPPTPBB-P2atau SKPDPBB-P2;
6. Surat Penunjukan Kavling;
7. IjinMendirikanBangunan (1MB);
8. Surat keterangan LurahjKepala Desa;
9. Fotokopibukti pelunasan PBBtahun sebelumnya; dan
10. Bukti resmi lainnya.

(2) Penelitian persyaratan terhadap pengajuan keberatan dilaksanakan oleh
Badan dengan menggunakan lembar penelitian persyaratan pengajuan
keberatan.

(3) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dapat
dipertimbangkan.

(4) Dalam hal keberatan diajukan secara kolektif dan terdapat sebagaian
pengajuan keberatan tidak memenuhi persyaratan, maka atas sebagian
pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud tidak
dapat dipertimbangkan.

(5) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama I
(satu) bulan sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), hams memberitahukan secara tertulis
disertai alasan yang mendasari, kepada :
a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara

perseorangan;
b. Kepala DesajLurah setempat dalam hal pengajuan keberatan secara

kolektif.

Pasal37

(I) Bupati melalui KepalaBadan dalamjangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, hams memberikan keputusan
atas keberatan yang diajukan.

(2) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan
lapangan, maka Kepala Badan memerintahkan kepada petugas untuk
dilakukan pemeriksaanjpenelitian lapangan dan hasilnya dituangkan dalam
laporan hasil pemeriksaan.

(3) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, dibuat kajian oleh Kepala Su
Bidang dan diteruskan kepada Kepala Bidang yang berisikan uraian
pertimbangan dan penilaian terhadap keberatan WajibPajak

(4) Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kepala Badan
menerbitkan surat keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya, atau
mengabulkan sebagian permohonan keberatan WajibPajak atau menambah
besarnyajumlah pajak yang terutang.

(5)Apabila 22
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(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Bupati melalui Kepala Badan belum memberikan suatu keputusan, maka
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal38

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan
Pajak atas keputusan mengenai keberatan yang te1ah ditetapkan Kepala
Badan atas nama Bupati.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka
waktu 3 (tiga)bulan sejak keputusan diterima, dilampiri sa1inan dari surat
keputusan keberatan dimaksud.

Pasal39

(1) Kepala Badan karenajabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat
membetulkan surat keputusan atas keberatan pajak yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau
kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang pajak.

(2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hams
disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Badan
selambat-Iambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat
keputusan keberatan dengan mencantumkan alasan yangjelas.

Pasal40

(1) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan
diterima, Kepala Badan hams memberikan keputusan atas keberatan yang
diajukan WajibPajak yang dituangkan dalam surat keputusan keberatan.

(2) Apabilajangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)telah lewat, dan
Kepala Badan tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan
WajibPajak dianggap dikabulkan.

(3) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk
mengajukan permohonan mengangsur atau menunda pembayaran.

Baglan Kedelapan
Tata cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan

pengurangan atau pembatalan Ketetapan PaJak

Pasa141

KepalaBadan atas permohonan WajibPajak dapat :
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi dan kenaikan yang

dikenakan karena kekhilafan WajibPajak atau bukan karena kesalahan Wajib
Pajak;

b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB,SKPDKBT,
SKPDLB,atau SKPDNyang tidak benar.

Pasal42 23
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Pasal42

(1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dapat dilakukan
terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam :
a. STPD;
b. SKPD;
c. SKPDKB;
d. SKPDKBT.

(2) Pengurangan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau
SKPDNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dapat dilakukan
dalam hal:

a. terdapat ketidakbenaran atas :
1. Luas objek pajak;
2. NJOP;
3. Penafsiran peraturan perundang-undangan pada SPPT, SKPD, atau

STPD.
b. terdapat ketidakbenaran atas :

1. Nilaiperolehan objek pajak;
2. Penafsiran peraturan perundang-undangan, pada SKPDKB,SKPDKBT,

SKPDLB,SKPDN,atau STPD.

(3) Pembatalan SPPT, SKPD,STPD,SKPDKB,SKPDKBT,SKPDLB,atau SKPDN
dapat dilakukan apabila SPPT,SKPD,STPD,SKPDKB,SKPDKBT,SKPDLB,
atau SKPDN,tersebut seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal43

(1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a harus memenuhi
persyaratan :
a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD, STPD, SKPDKB,SKPDKBT,

atau SPPT;

b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan
besarnya sanksi administrasi yang dimohonkan pengurangan atau
penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya kepada
Kepala Badan;

c. Me1ampirkan foto copy SKPD, STPD, SKPDKB,SKPDKBT,atau SPPT ,
yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;

d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun
tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian
mencabut keberatannya, atas SKPD,SKPDKB,SKPDKBT,dalam hal yang
diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi
administrasi yang tercantum dalam SKPD,SKPDKBatau SKPDKBT;

e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun
tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian
mencabut keberatannya, atas SPPT atau SKPD yang terkait dengan
STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau
penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD;

f. Wajib 24
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f. Wajib Pajak telah melunasi pajak kurang bayar yang menjadi dasar
penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD, STPD,
SKPDKB,SKPDKBT;dan

g. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat
permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan
sebagai berikut :
I. Surat permohonan hams dilampiri dengan surat kuasa khusus

untuk:

a) WajibPajak badan; atau
b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang

dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi lebih banyak dari
Rp. 2.000.000 (duajuta rupiah).

2. Hams dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi
dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar
penghitungan sanksi paling banyak Rp 2.000.000 (duajuta rupiah).

(2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap
bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan
kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai
alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal44

(I) Permohonan pengurangan atau membata1kan SPPT, SKPD,STPD, SKPDKB,
SKPDKBT,SKPDLBatau SKPDNyang tidak benar, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal41 hurufb hams memenuhi persyaratan :

a. 1 (satu) permohonan untuk I (satu) SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB,
SKPDKBT,SKPDLB,SKPDN;

b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan
besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang
mendukung permohonannya;

c. Dilampiri asli SPPT,SKPD,STPD, SKPDKB,SKPDKBT,SKPDLB,SKPDN,
yang dimohonkan pengurangan;

d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan
namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT, SKPD,STPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dalam hal yang diajukan permohonan
pengurangan adalah SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB,SKPDKBT,SKPDLB,
SKPDN;

e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan
namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPTatau SKPDyang terkait
dengan STPD,dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah
STPD;dan

f. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat
permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan
sebagai berikut :

1. Surat 25
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1. Surat permohonan harns dilampiri dengan surat kuasa khusus
untuk:

a). WajibPajak badan; atau
b).Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harns dibayar

lebih banyak dari Rp 2.000.000,00 (duajuta rupiah).
2. Surat permohonan harns dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib

Pajak orang pribadi dengan pajak yang lnasih harns dibayar paling
banyak Rp 2.000.000,00 (duajuta rupiah).

(2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya
tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, SKPDN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat
dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan
secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

(4) Format SKPDKBdan SKPDKBTsebagaimana tercantum dalam Lampiran II
huruf B dan huruf C Peraturan Bupati ini.

Pasal45

Pemberian pengurahgan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44
dapat diberikan kepada WajibPajak didasarkan pada pertimbangan:
a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek

pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya:
1.WajibPajak pribadi, meliputi :
a) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang

kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa
bintang gerilya, atau janda/ dudanya diberikan paling tinggi sebesar
75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terutang;

b) Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/
petemakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang
pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan paling
tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);

c) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya
semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban membayar
pajak sulit dipenuhi diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 50%
(limapuluh persen);

d) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan
rendah sehingga kewajiban membayar pajak sulit dipenuhi diberikan
pengurangan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);

e) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan
rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan
lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan
paling tinggi sebesar 50% (limapuluh persen);

1)Objek 26
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1) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berupa eagar
budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan
eagar budaya diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 50% (lima
puluh persen).

2.0bjek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang
mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun pajak sebelumnya
sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan
paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

b. Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan. objek
pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar 100% (seratus persen),
meliputi :
1.dalam hal objek pajak terkena beneana yang diakibatkan oleh peristiwa
atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa
bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah
longsor dan beneana lainnya;

2. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi
kebakaran, wabah penyakit tanaman dan wabah hama tanaman.

Pasal46

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diberikan kepada
WajibPajak atas pajak yang terutang yang tereantum dalam SPPTdan/atau
SKPD.

(2) Pajak terutang yang tercantum dalam SKPDsebagaimana dimaksud pada
ayat (1)adalah pokok pajak ditambah dengan sanksi administrasi.

Pasa147

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat diberikan
berdasarkan permohonan WajibPajak.

(2) Permohonan pengurangan pajak terutang Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)dapat diajukan seeara:

a. perseorangan, untuk pajak yang terutang yang tereantum dalam SKPD;
dan

b. perseorangan atau ko1ektifuntuk pajak yang tercantum dalam SPPT.

Pasal48

Permohonan pengurangan yang diajukan seeara perseorangan hams memenuhi
persyaratan dan dokumen pendukung.

Pasa149

(1) Pengurangan atau penghapusan hams diajukan dalamjangka waktu :

a. 3 (tiga)bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD;
e. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat keputusan

keberatan;

. d. 3 (tiga) 27
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d. 3 (tiga)bulan terhitung sejak teIjadinya bencana alam;
e. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal teIjadinya sebab lain yang luar

biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka
waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaannya.

f. Tidak memiliki tunggakan pajak tahun pajak sebelumnya atas objek
pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak
terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

(2) Tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan
pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat
keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak
diajukan banding.

Pasal50

(1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan
permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB,
SKPDKBT,SKPDLB,dan SKPDNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
hurufb, dapat diajukan oleh WajibPajak paling banyak 2 (dua) kali.

(2) Format Permohonan pengurangan atau penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)sebagaiaman tercantum dalam Lampiran Ii huruf D
Peraturan Bupati ini.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan
tersebut hams diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
terhitung sejak tanggal pengiriman surat keputusan atas permohonan yang
pertama.

(5) Permohonan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hams memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37
ayat (I).

(6) Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib
Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang
mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak
permohonan tersebut diterlma.

Pasal51

(1) Dokumen pendukung yang digunakan untuk mengajukan permohonan
pengurangan yang diajukan secara perseorangan, meliputi :
a. WajibPajak pribadi, meliputi :

1. Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang
kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang
gerilya,atau jandaj dudanya berupa :
a) foto copykartu tanda anggota veteran, atau
b) fotocopy surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan

penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat berwenang;
c) foto copy surat keterangan kematian;
d) foto copybukti pelunasan PBBtahun pajak sebelumnya.

2. Objek 28



28

2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya
semata-mata berasal dari pensiunan sehingga kewajiban membayar
pajak sulit dipenuhi berupa :
a) foto copy IITP;
b) foto copy surat keputusan pensiun;
c) foto copy slip gaji pensiun atau dokumen sejenis lainnya;
d) foto copy kartu keluarga;
e) foto copy rekening listrik, air, danjtelepon;
1) foto copy bukti pelunasan pajak tahun pajak sebelumnya.

3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan
rendah sehingga kewajiban membayar pajak sulit dipenuhi berupa :
a) Surat pemyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa

penghasilan WajibPajak rendah;
b) foto copy kartu keluarga;
c) foto copy rekening tagihan listrik, airjtagihan telepon;
d) foto copybukti pelunasan pajak tahun pajak sebelumnya.

4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan
rendah yang NJOP per meter persegi meningkat akibat perubahan
lingkungan dan dampak positif pembangunan berupa :
a) surat keterangan dari DesajKelurahan yang menerangkan adanya

pembangunan fisik oleh pemerintah pusatjdaerah atau
pembangunan komersil yang berdampak terhadapperubahan
lingkungan

b) b)surat pemyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa
penghasilan WajibPajak rendah;

c) foto copy SPPTsebelumnya;
d) foto copy Kartu Keluarga;
e) foto copy rekening Tagihan Listrik, airjtelepon;
1) fotocopybukti pelunasan Pajak tahun Pajak sebelumnya.

5. Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berupa eagar
budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan danj atau lingkungan
eagar budaya berupa surat ketetapan sebagai cagar budaya.

b. Wajib Pajak badan hukum, yang mengalami kerugian dan kesulitan
likuiditas tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi
kewajiban rutin, berupa :
1. foto copyKTPPengurus;
2. foto copy putusan pailit;
3. foto copy laporan keuangan 3 tahun sebelumnya;
4. foto copy SPTtahunan PPh tahun sebelumnya;
5. foto copy bukti pelunasan pajak tahun sebelumnya.

(2) Format Permohonan pengurangan perseorangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf E Peraturan
Bupati ini.

Pasa152

Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara
perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain
yang luar biasa berupa :
a. surat pemyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena

bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
b. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala

DesajLurah setempat atau instansi terkait.

Pasal53 29
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Pasa153

(1) Permohonan pengurangan secara kolektifdapat diajukan :

a. sebelum SPPTditerbitkan dalam hal kondisi tertentu yaitu objek pajak
yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan,
veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya,
atau janda/dudanya dengan yang terutang paling banyak Rp
500.000.000,00 (limaratus juta rupiah);

b. setelah SPPTditerbitkan dalam hal :
1. Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran

pembela kemerdekaan, penerima tandajasa bintang gerilya;
2. janda/dudanya dengan pajak yang terutang paling banyak

Rp 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah);
3. dengan pajak yang terutang paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus

ribu rupiah), yaitu :
a) Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/

perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib
Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;

b) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan;

c) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar pajak sulit
dipenuhi;

d) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya
meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif
pembangunan.

4. dengan pajak yang terutang paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah), yaitu :
a) dalam hal objek pajak terkena bencana alam yang diakibatkan

oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh
alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir,
kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;

b) dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa,
meliputi kebakaran, wabah penyakit dan/atau wabah hama
tanaman.

(2) Format Permohonan pengurangan kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIhuruf F Peraturan Bupati ini.

Pasal54

Persyaratan permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif yaitu :
a. permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 53 huruf a berupa :
1. satu permohonan untuk beberapa objek pajak dengan tahun yang sama;
2. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan

besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yangjelas;

3. diajukan 30
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3. diajukan kepada Bupati melalui Badan oleh Pengurus Legiun Veteran
Republik Indonesia (LVRI)setempat atau pengurus organisasi lainnya
untuk pengajuan permohonan;

4. diajukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun pajak yang
bersangkutan;

5. tidak memiliki tunggakan pajak tahun sebelumnya atas objek pajak yang
dimohonkan pengurangan.

b. permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, berupa :
1. satu permohonan untuk beberapa SPPTtahun pajak yang sarna;
2. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan

besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yangjelas;
3. diajukan kepada Bupati melalui :

a) pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)setempat atau
pengurus organisasi terkait lainnya untuk pengajuan permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal53 hurufb angka 1;

b) Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 huruf b angka 2 dan 3.

4. dilampiri foto copy SPPTyang dimohonkan pengurangan;
5. diajukan dalamjangka waktu :

a) 3 (tiga)bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
b) 3 (tiga)bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
c) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar

biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRIsetempat,
pengurus organisasi terkait lainnya atau lurah, dapat menunjukkan
bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi karena keadaan
yang diluar kekuasaannya.

6. tidak diajukan keberatan atas SPPTyang dimohonkan pengurangan.

Pasa155

(1) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang telah diajukan
secara kolektif oleh pengurus LegiunVeteran Republik Indonesia (LVRI)atau
organisasi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b
angka 3 huruf a), berupa :
a. foto copy kartu anggota veteran tiap-tiap WajibPajak;
b. foto copy bukti pelunasan pajak tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak

sebelumnya.

(2) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara
kolektif oleh lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b angka 3
huruf b) berupa :
a. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari lurah

setempat atau instansi terkait;
b. foto copy bukti pelunasan pajak tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak

sebelumnya.

Pasal 56 31
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Pasal56

(1) Permohonan pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi
persyaratan tidak dapat dipertimbangkan.

(2) Permohonan pengurangan secara kolektifyang tidak memenuhi :
a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dan

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a;
b. ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, dan

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b,

tidak dapat dipertimbangkan.

(3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dipertimbangkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Badan dalam jangka waktu
paling lama 10 (sepuluh) hari keIja sejak tanggal permohonan tersebut
diterima, harns memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan yang
mendasari kepada :
a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan diajukan secara

perseorangan;
b. Pengurus LVRIsetempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau lurah

setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.

(4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)atau ayat (2),WajibPajak masih dapat
mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal37 dan Pasal47.

Pasal57

(1) Keputusan permohonan pengurangan dapat berupa mengabulkan
seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan WajibPajak.

(2) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan hasil penelitian kantor dan apabila diperlukan dapat
dilanjutkan dengan penelitian lapangan.

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan
surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian
pengurangan pajak.

(4) Dalam hal dilakukan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2),Badan harns terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada :
a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam permohonan diajukan secara

perseorangan;
b. pengurus LVRIatau organisasi terkait lainnya atau lurah dalam hal

permohonan diajukan secara kolektif.

(5) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (I) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk
SPPI'atau SKPDyang sama.

Pasal58 32
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Pasa158

(I) Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan
pengurangan harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (I) telah
terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan
dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan
Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama I (satu) bulan terhitung sejak
jangka waktu dimaksud berakhir.

Pasa159

Tanggal diterimanya permohonan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 adalah :
a. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal

disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat;
b. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal diajukan secara

langsung oleh WajibPajak atau kuasanya kepada Bupati.

Pasal60

(I) Bentuk Keputusan Kepala Badan tentang pengurangan pajak ditetapkan
lebih lanjut oleh KepalaBadan.

(2) Bentuk surat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3)
ditetapkan lebih lanjut oleh KepalaBadan.

(3) Bentuk surat pemberitahuan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 57 ayat (4)ditetapkan lebih lanjut oleh KepalaBadan.

Pasal61

(I) Kepala Badan atas permintaan Wajib Pajak dapat mengurangkan sanksi
administratif karena hal-hal tertentu.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi :
a. Sanksi administratif kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen)

dihitung dari pokok pajak yang tercantum dalam SKPDKB;
b. denda atau sanksi administratif sebesar 2% (dua persen).

(3) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah Wajib Pajak
orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak badan
yang mengalami kesulitan likuiditas.

Pasal62

(I) Permintaan pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 ayat (1)dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif.

(2)Permintaan 33
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(2) Pennintaan pengurangan sanksi administratif secara kolektif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Wajib Pajak pribadi dengan pokok
pajak paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(3) Pennintaan pengurangan denda administratif secara kolektif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)diajukan kepada KepalaBadan.

(4) Pennintaan pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal54 ayat (1)hams memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. satu pennintaan diajukan untuk SPPf, SKPD,atau STPD,kecuali yang

diajukan secara kolektif;
b. diajukan kepada KepalaBadan;
c. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
d. mencantumkan besarnya persentase pengurangan denda administratif

yang diminta disertai alasan yang jelas;
e. melampirkan surat kuasa khusus dalam hal surat pennintaan

ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak kecuali pennintaan yang
diajukan secara kolektif;

f. melunasi pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda
administratif;

g. tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum
kedaluarsa menurut ketentuan pajak yang berlaku;

h. pennintaan pengurangan secara kolektif hanya untuk SPPf danfatau
SKPD,atau STPDtahun pajak yang sama;

i. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga)bulan sejak pelunasan pokok pajak
yang dimintakan pengurangan denda administratif.

(5) Dalam hal Wajib Pajak diberikan pengurangan pajak yang terutang, maka
pokok pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f adalah pokok
pajak setelah pengurangan.

(6) Pennintaan pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)hams disertai dengan bukti pendukung.

Pasal63

(1) Dalam hal pengajuan pennintaan pengurangan sanksi administratif tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Kepala
Badan dapat meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan
persyaratan dimaksud.

(2) Atas pennintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun atas
kesadaran sendiri, Wajib Pajak hams melengkapi kekurangan persyaratan
dimaksud dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterimanya pengajuan pennintaan pengurangan denda administratif oleh
KepalaBadan.

(3) Pennintaan pengurangan sanksi administratif yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan telah melampaui
waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat
dipertimbangkan.

Pasal64 34
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Pasal64

SPPTatau SKPDatau STPDyang telah diajukan permintaan pengurangan sanksi
administratif tidak dapat lagi diajukan permintaan pengurangan untuk kedua
kali.

Pasal65

Bukti pendukung permintaan pengurangan denda administratif untuk :
a. WajibPajak orang pribadi :

1. foto copy SPPT/SKPD/STPD yang dimintakan pengurangan denda
administratif

2. foto copy bukti pelunasan pajak 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti
pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki,
menguasai dan/ atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan
kurang dari 5 (lima)tahun;

3. foto copy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan
pengurangan denda administratif;

4. foto copy slip gaji atau dokumen lain yang menyatakan besarnya
penghasilannya dan/atau surat keterangan kesulitan keu~gan dari lurah.

b. WajibPajak orang pribadi secara kolektif:
1. foto copy SPPT/SKPD/STPD yang dimintakan pengurangan denda
administratif;

2. foto copy bukti pelunasan pajak 5 (lima) tahun sebelumnya atau bukti
pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki,
menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan
kurang dari 5 (lima)tahun;

3. foto copy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan
pengurangan sanksi administratif;

4. surat keterangan kesulitan keuangan dari lurah.

c. WajibPajak badan :
1. foto copy SPPT/SKPD/STPD yang dimintakan pengurangan sanksi
administratif;

2. foto copy bukti pelunasan pajak 5 (lima) tahun sebelumnya atau bukti
pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki,
menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan
kurang dari 5 (lima)tahun;

3. foto copy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan
pengurangan sanksi administratif;

4. foto copylaporan keuangan.

Pasal66

Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf e,
berlaku untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak paling sedikit
Rp 5.000.000,00 (limajuta rupiah) dan WajibPajak badan hukum.

Pasal67 35
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Pasal67

(1) Kepala Badan memberikan keputusan pengurangan sanksi administrasi
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya
permintaan pengurangan sanksi administatif yang telah memenuhi
persyaratan.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa
mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permintaan.

(3) Apabilajangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) te1ah terlampaui
dan Kepala Badan tidak memberi suatu keputusan maka permintaan
dianggap dikabulkan dengan menerbitkan suatu keputusan sesuai dengan
permintaan Wajib Pajak.

(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil
penelitian.

Pasal68

Bentuk Keputusan Kepala Badan mengenai:
a. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak atau SKPDatau

STPD;
b. pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar atas SPPT atau SKPD atau

STPD;
c. pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar atas SPPTsecara kolektif;

Bagian Kesembilan
Tata cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal69

(1) Atas dasar kelebihan pembayaran pajak terutang Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atau
kompensasi pajak.

(2) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran disertai
dengan alasan yangjelas dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
a. STTSasli dan STTSfoto copy;
b. bukti lunas pajak tahun sebelumnya;
c. surat kuasa (apabila dikuasakan);
d. fotocopyidentitas Wajib Pajak atau foto copy identitas kuasa Wajib Pajak

dalam hal dikuasakan;
e. nomor rekening atas nama WajibPajak.

(3) Pemberian kompensasi pajak diberikan berdasarkan permohonan dati Wajib
Pajak untuk pajak terutang dan pajak tahun beIjalan dengan dilengkapi :
a. STTSasli dan STTSfoto copy;
b. surat kuasa (apabila dikuasakan);
c. foto copy identitas WajibPajak atau foto copy identitas kuasa WajibPajak

dalam hal dikuasakan;
d. surat permohonan kompensasi.

(4) Format Permohonan pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIhuruf G Peraturan Bupati
ini.

Bagian Kesepuluh 36
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Bagian Kesepuluh
Tata Cam Penentuan KembaU Tanggal Jatuh Tempo

Pasal70

(1) Atas dasar keterlarnbatan diterimanya SPPI' tahun beIjalan Wajib Pajak
dapat mengajukan permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo.

(2) Permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo diajukan dengan
dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
a. SPPI' yang sudah diterima yang dilengkapi dengan tanggal bukti

penerimaan;
b. surat kuasa (apabila dikuasakan);
c. foto copy identitas WajibPajak atau foto copy identitas kuasa WajibPajak

dalarn hal dikuasakan.

Bagian KesebeJas
Tata Cara Penagihan

Pasal71

(1) STPD,SKPD,SKPDKB,SKPDKBTsebagai dasar penagihan pajak.

(2) Badan berwenang menerbitkan :
a. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
b. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
c. Surat paksa;
d. Surat perintah melaksanakan penyitaan;
e. Surat perintah penyanderaan;
f. Surat pencabutan sita;
g. Pengumuman le1ang;
h. Surat penentuan harga limit;
i. Pembatalan lelang; dan
j. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan
apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sarnpai dengan
tanggal jatuh tempo pembayaran.

(4) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum
penerbitan surat paksa.

(5) Surat teguran, surat peringatan atau surat lainnya ditandatangani oleh
Kepala Badan dan diparaf oleh Kepala Sub Bidang dan Kepala Bidang.

Pasal72

(1) Surat paksa berkepala kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
YangMaha Esa", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum
yang sarna dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.

(2)Surat ..... 37
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(2) Surat paksa diterbitkan apabila :
a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah

diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang
sejenis;

b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan
sekaligus; atau

c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum
dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran
pajak.

Bagian Keduabelas
Ketentuan Kedaluarsa Masa Hak Tagih Piutang

Pasal73

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui'
jangka waktu 5 (lima)tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali
apabila WajibPajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Tagihan PBB-P2;
b. Diterbitkan Surat Paksa ; atau
c. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun

tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2)huruf c dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh WajibPajak.

Bagian Ketigabelas
Pengakuan dan Pengukuran Piutang

Pasa174

(1) Dasar Pengakuan Piutang PBB-P2 ex. Pelimpahan adalah Berita Acara
Serah Terlma Keputusan Menteri Keuangan Nomor:
BA-16/WPJ.22/KP.14/2014 tanggal 03 Juli 2014.

(2) Untuk menjadi pedoman dalam penatausahaan,
akuntansi/pembukuan, dan pelaporan atas Piutang PBB-P2 perlu
ditetapkan Batas Cut Off pengakuan Piutang PBB-P2 ex. Pelimpahan,
yaitu tanggal 03 Juli 2014.

(3)Tehitung 38
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(3) Terhitung sejak tanggal Batus Cut Off sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pemerintab Daerab mempunyai kewenangan dan
hakyaitu:
a. secara penuh mempunyai hak untuk mengelola dan

menerima pendapatan PBB-P2 sebagai Pendapatan Asli Daerab dan
mengelola hak maupun kewajiban yang terjadi akibat dati
pengelolaan pendapatan PBB-P2tersebut ;

b. menerima secara penuh aset berupa Piutang PBB-P2 Pelimpaban
dati Kementerian Keuangan me!alui Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Kuningan sesuai Berita Acara Serab Terima sebagaimana dimaksud
pada ayat (I) ;

c. mempunyai kewenangan secara penuh untuk mengelola Piutang
PBB-P2ex. Pelimpaban.

(4) Pengukuran jumlab nominal saldo awal (per 03 Juli 2014) Piutang
PBB-P2 ex. Pelimpaban adalab berdasarkan pada nilai nominal piutang
yang tercantum pada Berita Acara Serab Terima Keputusan Menteri
Keuangan Nomor: BA-16/WPJ.22/KP.14/2014 tanggal 03 Juli 2014.

(S) Jika terdapat
piutang PBB-P2
nominal denda
namun tidak
Pelimpaban.

perhitungan denda atas keterlambatan pembayaran
ex. Pelimpaban setelab tanggal batas cut off, maka nilai
tersebut akan menambab jumlab piutangnya,

menambab atau mengurangi umur piutang PBB-P2 ex.

(6) Dasar pengakuan penambaban jumlab nominal piutang PBB-P2
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), adalab dokumen
Laporan Rekapitulasi Denda Keterlambatan yang disusun oleh Badan
disertai dengan Daftar Rincian Pengenaan Denda Keterlambatan per
WajibPajak atas Piutang PBB-P2ex. Pelimpaban.

(7) Selain laporan dan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
dokumen SKPD dan atau STPD PBB-P2 ex. Pelimpaban yang
diterbitkan dapat menjadi dasar pengakuan atas penambaban jumlab
nominal piutang.

(8) Pengurangan jumlab Piutang PBB-P2 ex. Pelimpaban setelab tanggal
batas cut off,antara lain disebabkan :
a. Terdapat usulan penghapusan atas piutang yang sudab kedaluarsa

masa hak penagihannya kepada Bupati oleh Kepala Badan setelab
melalui prosedur dan dengan dilengkapi bukti/ dokumen sesuai
ketentuan

b. Adanya pembayaran sebagian piutang dan atau pelunasan piutang
oleh wajib pajak yang diterima setelab tanggal batas cut off pengelolaan
Piutang PBB-P2;

c. Dati hasil pelaksanaan pemutakhiran dan validasi data piutang, terdapat
perlakuan sebagai berikut :
- dilakukan pengurangan pokok pajak dan/atau pengurangan denda
administrasi;

- pembatalan SPPT, SKPD dan atau STPD PBB-P2 karena dobe!
penerbitan ;

- diketemukan 39
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- diketemukan bukti pembayaran sebagian dan atau pelunasan jumlah
piutang oleh wajib pajak sebelum tanggal batas cut off, namun belum
terekam/tercatat dalam database SISMlOP;
wajib Pajak mengajukan keberatan terhadap perhitungan dan
penetapan nilai piutangnya dan telah mendapatkan persetujuan oleh
Bupati ;
keberadaan wajib pajak dan obyek pajaknya sesuai data
yang tercantum dalam bukti/dokumen penetapan piutang
tidak diketemukan, yang kemudian diusulkan penghapusan
piutangnya kepada Bupati.

(9) Pengakuan atas Piutang PBB-P2 setelah Pelimpahan atau
setelah pengelolaan dan pemungutan sepenuhnya dilakukan oleh
Pemerlntah Daerah (terhitung mulai tanggal 03 Juli 2014), adalah
terhitung sejak pajak tersebut terutang berdasarkan dokumen sebagai
berikut:
a. SPPTPBB-P2;
b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)PBB-P2;
c. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)PBB-P2;
d. Surat Ketetapan Pajak Daerah KurangBayar (SKPDKB);
e. Daftar Rincian Pengenaan Denda Keterlambatan per Wajib Pajak dan

Laporan Rekapitulasi Denda Keterlambatan.

(10) Dokumen yang tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (9), menjadi
dasar untuk menetapkan tanggal mulai diakui sebagai piutang adalah
tanggal penerbitan SPPTPBB-P2.

(11) Dokumen yang tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b
sampai dengan huruf e adalah sebagai bukti pengakuan atas perubahan
jumlah nominal pokok dan perhitungan nominal denda (jika ada) yang
menggantikan jumlah nominal awal atas piutang tersebut tanpa
mempengaruhi umur piutang PBB-P2.

(12) Pengukuran piutang pajak daerah sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerlntahan antara lain menyatakan, bahwa piutang pajak daerah
dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dati Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)atau dokumen lain yang dipersamakan
yang belum dilunasi atau kurang bayar dati yang telah ditetapkan.

(13) Piutang PBB-P2 diukur dengan mencatat sebesar nilai nominal yang
tercantum pada dokumen yang menjadi dasar pengakuan piutang
termasuk jumlah denda ketrlambatan pembayaran yang dikenakan.

(14) Jumlah Piutang PBB-P2dapat berkurang antara lain disebabkan :
a. Terdapat pengurangan pokok pajak dan atau pengurangan denda

administrasi ;
b. Terdapat pembetulan SPPT, SKPD,dan atau STPDPBB Pedesaan

dan Perkotaan akibat dati kesalahan perhitungan ;
c. Terdapat pembatalan SPPT, SKPD, dan atau STPD PBB-P2 karena

dobel penerbitan ;
d. Wajib Pajak melakukan pembayaran sebagian dan atau pelunasan

Piutang PBB-P2, baik terhadap pelunasan pokok piutang pajak
maupun denda/biaya administrasinya;

e. Bupati 40
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e. Bupati menyetujui sebagian ataupun keseluruhan atas keberatan
yang diajukan oleh wajib pajak terhadap perhitungan dan penetapan
nilai Piutang PBB-P2 yang tercantum dalam SPPr, SKPD, dan atau
STPD;

f. Terdapat usulan penghapusan atas Piutang PBB-P2 yang
telah kadaluarsa ;

g. Penetapan penghapusan atas Piutang PBB-P2 oleh Bupati
berdasarkan usulan dati Kepala Badan.

(15) NilaiPiutang PBB-P2dapat teIjadi perubahan yang disebabkan adanya:
a. Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) PBB-P2

yang merupakan pengganti dati dokumen SPPr dan SKPD PBB-P2,
maka nilai nominal dati Piutang PBB-P2 yang tercantum
dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPr) dan Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)PBB-P2 tersebut dikurangkan dati
saldo Piutang Pajak PBB-P2untuk kemudian diganti dengan besaran
nilai nominal yang tercantum dalam STPDPBB-P2;

b. Terdapat penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar (SKPDKB) PBB-P2 yang menentukan atau
mencantumkan jumlah pokok Pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok Pajak, besarnya sanksi administratif/denda, dan jumlah
Pajak PBB-P2yang masih hams dibayar.

Bagian Keempatbelas
Penetapan Umur Piutang dan Masa Kadaluarsa

Pasal75

(1) Penetapan kadaluarsa masa penagihan Piutang PBB-P2 baik
yang merupakan Piutang ex. Pelimpahan maupun Piutang PBB-P2setelah
pengelolaannya sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah
setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya pajak.

(2) Perhitungan Umur Piutang PBB-P2 ex. pelimpahan dan
penetapan kadaluarsa masa penagihannya secara khusus adalah sebagai
berikut:
a. perhitungan umur Piutang PBB-P2 ex. Pelimpahan adalah dengan

cara, terhitung mulai dati tahun tunggakan sampai
dengan tahun berkenaan sebagai contoh tunggakan tahun 2002 jika
sampai dengan tahun 2007, maka umur piutangnya 6 (enam)tahun.

b. pengelompokkan Piutang PBB-P2 ex. Pelimpahan per Tahun
Tunggakan tercantum dalam Berita Acara Serah Terlma
Keputusan Menteri Keuangan Nomor:BA-16/WPJ.22/KP.14/2014
tanggal 03 Juli 2014

c. Agar terdapat kepastian atas umur piutang PBB-P2 ex
Pelimpahan, maka berdasarkan kelompok Piutang per Tahun
sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terlma Keputusan
Menteri Keuangan Nomor: BA-16/WPJ.22/KP.14/2014 tanggal 03
Juli 2014 ditetapkan umur piutang perhitungan kadaluarsa piutang,
dan kategori piutang, seperti yang tercantum dalam daftar di bawah
ini:
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RincianPiutangPBByang Umur
Dilimpahkan*) Piutang MasaHak

per 31- Terhitung TagihPiutang
No. Tahun Jumlah 12-2012 Kedaluarsa Per03-06-

Tunggakan Piutang (Tahun) MulaiTgl 2014 *.*)
(Rp) **)

1 s.d2002 - 12 01-01-2007 Kedaluarsa
1. Tahun2003 176.345.813 11 01-01-2008 Kedaluarsa
2. Tahun2004 232.044.972 10 01-01-2009 Kedaluarsa

3. Tahun2005 169.972.660 9 01-01-2010 Kedaluarsa

4. Tahun2006 95.177.668 8 01-01-2011 Kedaluarsa

5. Tahun2007 114.800.887 7 01-01-2012 Kedaluarsa
6. Tahun2008 276.903.448 6 01-01-2013 Kedaluarsa

7. Tahun 2009 429.585.406 5 01-01-2014 Kedaluarsa

8. Tahun2010 1.257.563.34 4 01-01-2015 Kedaluarsa

9. Tahun 2011 380.869.438 3 01-01-2016 Kedaluarsa

10. Tahun2012 731.515.871 2 01-01-2017 Kedaluarsa

JUMLAH 3.864.779.508

(3) Perhitungan Umur Piutang PBB-P2
setelah pengelo1aan dan pemungutannya
Daerah adalah sebagai berikut :

sete1ah pelimpahan atau
dilakukan oleh Pemerintah

1. Batas cut off pelimpahan pengelolaan dan pemungutan PBB-P2
dati Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah adalah
tanggal 03 Juli 2014 atau sesuai dengan tanggal Berita Acara Serah
Terima Keputusan Menteri Keuangan Nomor BA-
16jWPJ.22jKP.14j2014 tanggal 03 Juli 2014 ;

2. Berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka terhitung
sejak tanggal 03 Juli 2014 maka perhitungan umur piutang PBB-
P2 adalah terhitung sejak tanggal penetapan piutang atau sesuai
dengan tanggal penerbitan SPPf PBB-P2;

3. Untuk menjaga konsistensi dan memberikan kemudahan serta
keseragaman dalam cara menghitung umur piutang PBB-P2 setelah
pelimpahan adalah ;
1. Apabila tanggal penerbitan SPPf PBB-P2 mulai tanggal 1

sampai dengan 15 maka rumusnya adalah terhitung Mulai Dati
Sampai Dengan

2. Apabila tanggal penerbitan SPPf PBB-P2 antara tanggal 16
sampai dengan 31 maka rumusnya adalah terhitung Mulai
Sampai Dengan

4. Kedaluarsa masa penagihan Piutang PBB-P2 setelah Pelimpahan
adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau
sejak tanggal SPPf PBB-P2diterbitkan.

Bagian Kelimabelas 42
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Bagian KeUmabelas
Pemutakhiran clan Validasi Data Piutang

Pasal76

(1) Proses Pemutakhiran dan ValidasiData Piutang adalah sebagai berikut:
a. Kepala Badan mengajukan usulan untuk dihapus bukukan kepada

Bupati disertai dengan Daftar Rekapitulasi Piutang PBB-P2 per Tahun
dan daftar yang memuat rincian Nominatif Piutang PBB-P2 per Nilai
ObjekPajak WajibPajak ;

b. Daftar Rekapitulasi Piutang PBB-P2 per Tahun dan Daftar Rincian
Nominatip Piutang PBB-P2 per Nilai Objek Pajak Wajib Pajak
disusun oleh Tim PemutakhiranjValidasi Data Piutang PBB-P2 yang
diketuai oleh KepalaBadan ;

c. Validasi yang dilakukan oleh Tim PemutakhiranjValidasi Data untuk
memastikan secara administratif jumlah Piutang yang Sudah
Kadaluarsa, kesesuaian dengan database SISMIOP,ketepatan jumlah,
apakah terdapat pembayaranjpelunasan setelah pelimpahan,
dan data-data lain yang diperlukan;

d. Berdasarkan usulan penghapusan, Bupati akan menetapkan
penghapusan Piutang PBB-P2 ex. Pelimpahan disertai dengan Daftar
NominatifPiutang yang Dihapuskan .

.(2) Pengelolaan terhadap Piutang PBB yang belum kadaluarsa masa
tagihnya per 31 Januari 2012, adalah sebagai berikut :
a. Dilakukan pemutakhiran data piutang dengan melaksanakan Validasi

Data Piutang baik secara administratif maupun kesesuaian data Wajib
Pajak dan obyek pajak (asas keberadaan);

b. Pelaksanaan pemutakhiran data jValidasi data piutang dilaksanakan
oleh Badan.

c. Pelaksanaan pemutakhiran datajValidasi data piutang dapat dilakukan
secara swakelola dengan membentuk Tim Validasi .Piutang PBB-P2
danjatau menggunakan Jasa Pihak ketiga sesuai dengan bidang
keahliannya.

(3) Mekanisme dan Prosedur (Petunjuk Teknis Pelaksanaan)
Validasi Piutang PBB-P2 dilaksanakan oleh Tim PemutakhiranjValidasi
Data Piutang PBB-P2dengan kegiatan sebagai berikut :

a. PekeIjaan Persiapan
Subtim Pengolahan Data dan Periyajian Informasi pada
Badan :
1. Mengumpulkan dan meneliti kebenaran :

a) Dokumen bukti pembayaran sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri
Dalam Negeri Nomor l5jPMK.07j20I4 dan Nomor 10 Tahun
2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2)Sebagai Pajak Daerah, yang terdapat pada:
1)Badan berupa :

(a) STTS dengan angka kontrol pencetakan yang
diperoleh dari TP-PBB; dan

(b) Tembusan Laporan Mingguan Penerimaan (LMP)PBB
per desajkelurahan sektor PerdesaanjPerkotaan
yang diperoleh dari TP-PBB.
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2) TP-PBBberupa :
(a) STIS dengan angka kontrol peneetakan yang

telah dibayar oleh Wajib Pajak tetapi belum
disampaikan ke Badan;

(b) Arsip Surat Pengantar Pengiriman (SPPg) yaitu
dokumen yang oleh TP-PBB dikirim bersama STIS
tanpa angka kontrol peneetakan kepada Wajib Pajak
yang melakukan pembayaran PBBmelalui pengiriman
uang/transfer; dan

(e) Arsip LMP PBB per desa/kelurahan sektor
Perdesaan/Perkotaan.

3) Kantor Desa/Kelurahan berupa:
(a) Daftar Penerimaan Harian (DPH) Lembar 1

yang telah diregistrasi oleh TP-PBB, yang
disampaikan oleh Petugas Pemungut ; dan

(b) Tanda Terima Setoran (TIS) Lembar
yang telah diregistrasi oleh TP-PBB,
disampaikan oleh Petugas Pemungut.

(e) Tanda Terima Setoran (TIS) Lembar
yang telah diregistrasi oleh TP-PBB.
disampaikan oleh Petugas Pemungut.

4) Kantor Keeamatan berupa:
(a) DPH Lembar 3 yang telah diregistrasi TP-PBB

dari Petugas Pemungut ; dan
(b) tembusan LMP PBB per desa/kelurahan sektor

Perdesaan/Perkotaan yang diperoleh dari TP-PBB.

5) Bank/Kantor Pos Persepsi berupa :
Laporan Mingguan Penerimaan (LMP) PBB per
desa/kelurahan, sektor Perdesaan/Perkotaan yang
diperoleh dari TP-PBB.

b) Dokumen bukti pembayaran PBB seeara gelondongan
yang dapat diperoleh antara lain pada:
1) Badan;
2) TP-PBB yang harus disertai Tanda Terima Bukti

Pembayaran PBB-P2;
3) Keeamatan/kelurahan/ desa.

2. Mengelompokkan dokumen bukti pembayaran PBB
seeara gelondongan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2)
menjadi:
a) Bukti pembayaran gelondongan yang menunjukkan

penerimaan PBB P2 seeara langsung per desa/kelurahan,
seperti LMP PBB per desa/kelurahan dan DPH yang telah
diregistrasi oleh TP-PBB;

b) Bukti pembayaran gelondongan yang tidak
menunjukkan penerimaan PBB-P2seeara langsung per
desa/kelurahan, seperti SSPBB yang merupakan bukti
penyetoran TP-PBB ke Bank Persepsi dan Laporan
Penerimaan PBB-P2 Badan;

3. Melakukan 44
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3. Melakukan rekonsiliasi terhadap bukti pembayaran gelondongan
yang tidak menunjukkan penerimaan PBB-P2 secara
langsung per desajkelurahan sebagaimana dimaksud pada
huruf b angka 2) dengan data penerimaan PBB-P2 bruto
(penerimaan PBB-P2sebelum bagi hasil) yang
diadministrasikan oleh Pemerintah Daerah, sehingga diketahui
jumlah penerimaan PBB-P2per desajkelurahan.

4. Memastikan bahwa semua STIS dengan angka kontrolpencetakan
atas pembayaran sebelum tahun pajak telah terekam dalam
basis data PBBsebelum melakukan pencetakan daftar nominatif.

5. Merekam STIS tanpa angka kontrol pencetakan dan TIS yang telah
diregistrasi oleh TP PBB dalam basis data PBB berdasarkan Berita
Acara Validasi Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud huruf
e sebelum melakukan pencetakan daftar nominatif.

6. Menjadikan jumlah pembayaran dalam dokumen bukti pembayaran
sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai dasar dalam
penentuan saldo pembayaran gelondongan.

7. Menjadikan saldo pembayaran gelondongan sebagai kontrol atas
hasil perekaman dari Berita Acara Pelunasan Piutang PBB-P2
secara gelondonganyang jika ditambah dengan data pembayaran
yang terekam dalam basis data PBB sebelumnya, hasilnya tidak
melebihi nilai penerimaan PBB-P2untuk tahun pajak yang sama.

8. Mengajukan perekam LMP lunas bayar seratus persen per desa
yang belum direkam dalam basis data berdasarkan veriflkasi,
evaluasi Bukti Pembayaran j LMPsebelum melakukan pencetakan
daftar nominatif dengan pengajuan nota dinas persetujuan SK
perekaman BupatijKepala Badan.

9. Membuat dan mencetak Daftar Nominatifpada aplikasi Basis Data
PBB.

10. Menyerahkan saldo pembayaran gelondongan dan Daftar Nominatif
kepadaSubtim PekeIjaan Lapangan untuk disampaikan kepada
LurahjKepala Desa secara bersamaan.

11. Membuat saldo pra pemutakhiran data piutang PBB-P2
yang dituangkan dalam Laporan Saldo Pra Pemutakhiran Piutang
PBB-P2.

b. PekeIjaan Lapangan
1. Subtim PekeIjaan Lapangan:

a) Menelitisetiap halaman Daftar Nominatif;
b) Membuat Berita Acara Serah Terima Daftar Nominatif;

2. LurahjKepala Desa:
a) Menugaskan Petugas Pendata untuk:

1) Melakukan veriflkasi data objek danjatau subjek pajak
PBB-P2 dengan mengisi kolom kategori objek pajak
pada Daftar Norninatifdengan kode sesuai tabel berikut :
KodeKategoriObjekPajak dan Keterangan
1= Objek pajak yang telah terdaftar namun secara nyata

tidak dapat ditemukan lokasinya di Iapangan.

2= Objek 45
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2= Objek pajak yang memiliki dua atau lebih NOP
sehingga SPPI' PBB-nya diterbitkan lebih dart satu kali
pada tahun pajak yang sarna (satu objek pajak memiliki
NOPganda).

3= Objek pajak yang identitas subjek pajaknya tidak jelas
dengan narna XX,NN,NA.

4= Objek pajak yang lokasi dan subjek pajaknya dapat
teridentifIkasi dengan jelas.

5= Objek pajak yang peruntukkan untuk fasilitas umum

2) Mengisi kolom status bayar pada Daftar Nominatif dengan
kode angka 1 untuk NOP yang tunas atau kode angka 0
untuk NOPyang belum lunas, dalarn hal pembayaran
PBB-P2 yang dilakukan secara gelondongan sesuai dengan
saldo pembayaran gelondongan.

b) Menyarnpaikan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada
angka 1) huruf a) kepada Koordinator Subtim PekeIjaan
Lapangan.

c. PekeIjaan Tindak Lanjut
1. Subtim PekeIjaan Lapangan:
a) Meneliti Daftar Nominatif hasil kegiatan verifIkasi data objek

pajak danfatau subjek pajak yang dilakukan oleh petugas
pendata dan merekam:
1)data kategori objek pajak; dan
2) data status bayar untuk pembayaran secara gelondongan;
ke dalarn aplikasi basis data PBB.

b) Membuat Berita Acara Hasil VerifIkasi Data yang
ditandatangani oleh Petugas Pendata dan LurahjKepala Desa
serta diketahui oleh Carnat dan Kepala Badan dan dilarnpiri
dengan :
I) Daftar objek pajak yang telah terdaftar narnun secara

nyata tidak dapat ditemukan lokasinya di lapangan ;
2) Daftar objek pajak yang memilikidua atau lebih NOP;
3) Daftar objek pajak yang identitas subjek pajaknya tidak

jelas; dan
4) Daftar objek pajak yang lokasi dan subjek pajaknya dapat

teridentifIkasi dengan jelas ;
5) Daftar objek pajak yang peruntukkan untuk fasilitas umum.

2. Subtim Tindak Lanjut :
a) membuat:

1) Konsep nota dinas usulan pembatalan ketetapan PBB yang
tidak benar untuk daftar objek pajak sebagaimana dimaksud
pada huruf a angka 2) huruf a), huruf a angka 2) huruf b)
dan huruf a angka 2) huruf c), 2) huruf e) ; dan

2) Rekomendasi agar dilakukan kegiatan penagihan aktif atas
daftar objek pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a
angka 2) huruf d).

Berdasarkan Berita Acara Hasil VerifIkasi Data sebagaimana
dimaksud pada huruf a angka 2).

b) Membantu 46
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Data dan Penyajian
dokumen bukti

dimaksud pada angka 2

b) Membantu Subtim Pengolahan
Informasi untuk mengumpulkan
pembayaran PBB-P2 sebagaimana
hurnf a angka 1).

3. Subtim Pengolahan Data dan Penyajian Informasi:
Melakukan pemutakhiran status pembayaran
pada basis data PBB.

daftar nominatif

d. PekeIjaan Pelaporan
Kepala Badan selaku ketua Tim Validasi Piutang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2):
I. Menetapkan dan melaporkan saldo pra pemutakhiran data
piutang PBB-P2 dalam Laporan Saldo Pra Pemutakhiran Piutang
PBB-P2.

2. Menetapkan dan melaporkan saldo pasca pemutakhiran data
piutang PBB-P2dalam Laporan Saldo Pasca Pemutakhiran Piutang
PBB-P2;melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pemutahiran Data
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
(PBB-P2)dalam format hardcopy dan shoftcopy kepada Bupati
tembusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dan
Inspektur.

e. Kepala Badan menyampaikan usulan pembatalan kepada Bupati
dengan dilampiriHasilVerifJkasiData dari daftar nominatif:
I. Objek pajak yang telah terdaftar namun secara nyata tidak
dapat ditemukan lokasinya di lapangan ;

2. Daftar objek pajak yang memi1ikidua atau lebih Nap;
3. Daftar objek pajak yang. identitas subjek pajaknya tidak jelas

dengan nama XX,NN,NA; dan
4. Daftar objek pajak yang pernntukkan untuk fasilitas umum.

f. Atas surat keputusan pembatalan , ditindaklanjuti oleh Bidang PBB
dan BPHTBpada Badan dengan melakukan :
I. Pemutakhiran data terhadap objek pajak dengan memberikan
tanda (flag)pada data objek pajak dalam basis data PBB-P2;

2. Penghapusan data dalam basis data PBB terhadap objek
pajak kategori 1 dan kategori 2 untuk Nap gandanya ;

3. Pemutakhiran data terhadap objek pajak kategori 5 dengan
mernbah status tanah ke fasilitas umum.

Bagian Keenambelas
Penghapusan Piutang

Passl77

(1) Bupati dapat menghapuskan Piutang PBB-P2 dikarenakan tidak bisa
tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa.

(2) Penghapusan Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3)Permohonan 47
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(3) Perrnohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi :
a. nama dan alamat wajibpajak ;
b. jumlah piutang pajak ;
c. tahun pajak ;
d. alasan penghapusan piutang pajak.

(4) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah :
a. SPPTPBB-P2;
b. SKPDPBB-P2;
c. STPDPBB-P2;
d. Kesalahan adminitrasi.

(5) Piutang pajak wajib pajak orang pribadi yang menurut data
tunggakan PBB-P2tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan
karena:
a. wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan

atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta wOOsandan
tidak mempunyai ahli woos atau ahli woos tidak dapat ditemukan ;

b. Wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta
kekayaan lagi ;

c. tidak ditemukan alamat pemiliknyakarena objek pajak sudah tutup ;

d. hak untuk me1akukanpenagihan sudah kedaluwarsa ; atau
e. wajib pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti wajib

pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai
dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi
disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana
alam; kebakaran dan lain sebagainya ;

f. sebab lain sesuai hasil penelitian/konfrrmasi.

(6) Piutang pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan PBB-
P2, yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :

a. bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisOOs,pemegang
saham, pemi1ikmodal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan
pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;

b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memi1ikiharta kekayaan
lagi;

c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian
Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator,
pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun
tidak langsung, dengan menempe1kan padapatan pengumuman atau
media massa;

d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
e. sebab lain sesuai hasil penelitian/konfirrnasi.

Pasal 78 48
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Pasa178

(1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang
tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, wajib dilakukan
penelitianjkonflIIDasi setempat atau penelitian administrasi oleh Badan
yang hasilnya tertuang dalam dokumen hasil penelitianjkonflIIDasi
Piutang PBB-P2.

(2) Uraian penelitianjkonf=asi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus menggambarkan keadaan wajib pajak dan piutang pajak yang
bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besamya piutang pajak
yang tidak dapat ditagih lagidan diusulkan untuk dihapus.

(3) Piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 hanya dapat
diusulkan untuk dihapus setelah adanya penelitianjkonflIIDasi yang
tertuang dalam dokumen hasil penelitianjkonfirmasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(4) Badan menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan
dokumen hasil penelitianjkonflIIDasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dengan format nominatif piutang sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 11huruf H Peraturan Bupati ini.

(5) Penyusunan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh
Timyang ditetapkan dengan Keputusan KepalaBadan;

(6) Kepala Badan menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak
yang telah diteliti kepada Bupati.

Pasal79

(1) Bupati dapat menghapuskan piutang PBB-P2 dikarenakan tidak bisa
tertagih dan sudah kedaluwarsa setelah melalui upaya penagihan.

(2) Penghapusan piutang PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Bupati atau KepalaBadan, dengan mengajukan :

a. Permohonan Surat Keterangan Lunas PBB-P2;

b. Permohonan Pemberlan Penguragan Sanksi administrasi atas kewajiban
pembayaran PBB-P2terhutang;

c. Mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi serta
kewajiban pembayaran PBB-P2terhutang

(3) Permintaan surat keterangan lunas pembayaran PBB P2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)huruf a, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Wajib pajak mengajukan permohonan tertulis kepada Badan dengan
melampirkan fotocopybukti pembayaran PBB-P2yang dimi1ikioleh wajib
pajak, berupa fotocopy STTSjbukti lain atas pembayaran pajak yang
dilaksanakan melalui tempat pembayaran elektronik, pembayaran
melalui online system atau melalui tempat pembayaran manual;

b. Berdasarkan 49
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b. Berdasarkan permohonan yang disampaikan wajib pajak, petugas
pelayanan PBB meneruskan ke Sub Bidang PBB untuk dilakukan
penelitian;

e. Berdasarkan fotoeopy STISfbukti lain yang disampaikan oleh petugas
pelayanan, Sub Bidang PBB melakukan penelitian kebenaran data
pembayaran PBBdengan eara:
1. Meneoeokan data yang tereantum dalam fotoeopy STISfbukti lain

dengan data pada basis data SISMIOP,seperti jumIah PBB terutang
dan tanggal jatuh tempo;

2. Meneoeokan em-em fisik fotoeopy STISfbukti lain dengan
STISfbukti lain yang diperoleh dari tempat pembayaran PBB yang
sama, antara lain stempel bank, nama petugas tempat pembayaran
dan tandatangan;

3. Melakukan konfirmasi pada tempat pembayaran PBB atau bank
persepsi dalam hal diperlukan.

d. Dalam hal terdapat kesesuaian berdasarkan hasil penelitian terhadap
fotoeopySTISfbukti lain, Sub Bidang PBB:
1. Meneruskan berkas permohonan kepada seksi pengolahan data dan

informasi untuk dilakukan perekaman dalam rangka pemutakhiran
basis data objek danfatau subjek pajak PBB-P2;

2. Mengajukan surat keterangan lunas kepada kepala Badan atau
pejabat yang ditunjuk untuk ditandatangani.

e. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian data pada bukti dokumen
pembayaran berdasarkan hasil penelitian, seksi penagihan mengajukan
surat penolakan permintaan keterangan lunas kepada Kepala Badan
untuk ditandatangani.

f. Penerbitan surat keterangan lunas atau surat penolakan permintaan
keterangan lunas dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari keIja
sejak permohonan diterima dari wajibpajak.

g. Bentuk Surat Keterangan Lunas sebagaimana dimaksud di atas seperti
dalam Lampiran II huruf 1Peraturan Bupati ini.

(4) Permohonan pemberian pengurangan sanksi dan penghapusan denda
administrasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Wajib pajak terutang mengajukan surat permohonan kepada Badan
dengan melampirkan fotoeopy identitas wajib pajak atau fotoeopy
identitas kuasa wajib pajak dalam hal dikuasakan dan SPPf PBB-P2
tahun pajak terutang;

b. Berdasarkan permohonan wajib pajak terutang, petugas pelayanan
menyampaikan kepada sub bidang PBBuntuk dilakukan penelitian dan
analisa terhadap permohonan dimaksud;

e. Hasil penelitian dan analisa yang dilaksanakan oleh sub bidang PBB
dapat berupa:
1. Rekomendasi persetujuan pengurangan atas pokok ketetapan PBB-

P2;

2. Rekomendasipersetujuan penghapusan sanksi administrasi;

3. Rekomendasi 50
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3. Rekomendasi penghapusan SPPT PBB-P2 dan tunggakan PBB nya
serta sanksi administrasinya.

d. Bentuk dan format surat pengajuan permohonan pengurangan pokok
tunggakan, permohonan penghapusan sanksi administrasi dan
permohonan pokok ditunggakan dan sanksi administrasi dimaksud
sebagaimana dalam Lampiran IIhuruf J Peraturan Bupati ini.

(5) Satu (1) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini, terhadap SPPT
PBB-P2 yang tidak diketahui wajib pajaknya dan sudah tidak ada objek
pajaknya, Badan dapat menghapus SPPTPBB-P2tersebut.

Pasal80

(1) Kepala Badan menetapkan penghapusan piutang pajak yang nilainya
sampai dengan Rp 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah).

(2) Bupati menetapkan penghapusan piutang pajak yang nilainya diatas
Rp 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah).

BABIV
MONITORING DAN PENGAWASAN

Pasal81

(1) Bupati merupakan penanggungjawab penerimaan PBB-P2 di tingkat
Kabupaten.

(2) Camat merupakan penanggungjawab penerimaan PBB-P2 di tingkat
Kecamatan.

(3) Kepala Desa/Lurah merupakan penanggungjawab penerimaan PBB-P2 di
tingkat Desa /Kelurahan.

(4) Kepala Desa/Lurah wajib menyampaikan laporan realiasi PBB-P2 setiap
minggu dan/atau setiap bulan secara beIjenjang kepada Camat dan Camat
kepada Bupati melalui KepalaBadan dengan format sebagaimana tercantum
dalam lampiran IIhuruf KPeraturan Bupati ini.

BABV
PEMERIKSAAN

Pasal82

(4) Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 dan/atau tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

(5) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2
dapat dilakukan dalam hal:
a. terdapat indikasi Wajib Pajak tidak melaporkan objek pajaknya dengan

benar; dan

b. WajibPajak 51
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b. wajib pajak mengajukan pennohonan pengembalian kelebihan
pembayaran PBB-P2 se1ain pennohonan karena keputusan keberatan,
putusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan
pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan
pembayaran PBB-P2.

(3) Ruang lingkup pemeriksaan meliputi pemeriksaan atas satu tahun pajak
berjalan danfatau tahun-tahun sebelumnya.

Pasal83

(1) Pemeriksaan dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor danfatau Pemeriksaan
Lapangan.

(2) Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
bulan yang dihitung sejak tanggal diterbitkan SP2 sampai dengan tanggal
LHPditandatangani.

(3) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4
(empat) bulan yang dihitung sejak tanggal diterbitkan SP2 sampai dengan
tanggal LHPditandatangani.

(4) Jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3)
diselesaikan dengan memperhatikan jatuh tempo pemberian keputusan
atas pennohonan pengembalian kelebihan pembayaran.

Pasal84

(1) Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam bentuk LHP dan didokumentasikan
dengan baik.

(2) LHPdigunakan sebagai dasar penerbitan:
a. SKPD;
b. SKPDLB.

Pasal85

(1) Kepala DesafLurah dalam kedudukan sebagai penanggungjawab peneriman
PBB di tingkat DesafKelurahan sebagaimana dimaksud pasal 81 ayat (3)
melaporkan perkembangan penerimaan PBBkepada Camat setiap minggu.

(2) Camat dalam kedudukan sebagai penanggungjawab peneriman PBB di
tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2)
melaporkan perkembangan penerimaan PBBkepada Bupati setiap bulan.

BABV
FASILITASI

Pasal 86

(1) Kepala SKPKDmelakukan fasilitasi pelaksanaan peraturan Bupati ini.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
mengkoordinasikan, menyampumakan lampiran-Iampir~ sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan
bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan
Peraturan Bupati ini.

Pasal 87 52
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Pasal87

Peraturan Bupati ini mu1ai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 31 Juli 2017

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal -B'1rJ\ll i "l.20W

SEKRETARISDAE~.d
f KABUPATENMAJALE:~7' - ,

BERITADAERAHKABUPATENMAJALENGKATAHUN2017 NOMORJ~1

Salinan sesuai dengan Aslinya,

KEPALABAGlANHUKUM
SETDAKABUPATENMAJALENGKA,

-- ::::1t:=.
~ GUN GUN M.D .• S.H .• M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003



LAMPlRAN I PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor <. 11 Tabun 2017
Tanggal 31 Juli 2017
Tentang TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI
KABUPATEN MAJALENGKA.

A. Format SPOP dan/atau LSPOP

e PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
• BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
I JAl.ANlEND. AOiMAD YAN! NO.9 MAlALEHGKA45411

Telepoo (On3) 281167, Fakslmlle (0233) 281167

SURAT PEMBERlTAHUAN OBJEK PAJAK

No.FormulirITI:IJITIJ]
Selain yang diisi oleh Petugas (bagian
yaog diasir ). Diisi oleb Wajib Pajak .
Beri tanda silang pada kolom yaog scsuai

NOURUT KODE

o 5. SCngketa
Os.Lainnya

02. Pemutakhiran Data 03. Pcnghapusan

o 2. Penycwa 03. Pcngelola 04.Pcmakai

02. TNl/POLRI"03. Pcnsiunan'l 04. Hadan

II. STATUS 0 1. Pcmilik

12. PEKERJAAN 0 1. PNS'l

2. NOP

1. JENIS TRANSAKSI 01. Pcrekaman Data
Data

IS. NAMAJALAN

17. KEWRAHAN /DESA

14.NPWPD

DDITlJITIIIIIIIJ
~
18. RW 19. RT

ITIJ ITIJ
20. JGIIBlJOOm l«JD\MADYA- KODEFOS

21. NOMOR KTP

22. LUASTAN 23. WNA NlLAI TANAH IT]
24. JENIS TANAH01. Tanah 02. Kavling 03. Tanah Kosong

Bangunan Siap Bangun
04. Fasilitas Umum

Catalan silann semata-mata berasal dan 'j atau u
Dilanjutkan dihalaman berikutnya
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Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk 1ampirannya
adaIah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenamya

26. NAMASUBJEK PAJAK/ 27. TANGGAL 28. TANDATANGAN
KUASANYA

- Dalam hal bertindak selalu kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan
- Dalam hal SUBJEK Pajak mendaftarlrnn sendiri Objek Pajak, Supaya menggambarl<an Sket/Denah Lokasi

OQjek p,yak
- Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima pleh Subjek Pajak.

G. IDENTI fAS PLND,\TA /PEJABAT YAW, BEI,WEWCNANG
PETUGASPENDATA

29 TANGGAL (fGL/BLN/THN) OJ/OJ /OJ
30. TANDATANGAN

MENGETAHI PEJABAT YANGBERWENANG

29. TANGGAL(fGL/BLN/THNlOJ ill ill
30. TANDATANGAN

31. NIP lIIJJJIIJ ITllID0 OJ] 31. NIP DJIIIII] OIITIJO[[]]

SKET/DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

contoh Penggambaran

•••. Kerincir.~IRua-1"SaId.

a_

KETERANGAN
- Gambar sketj denah Iokasi objek pajak tanpa skala.

yang dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol,
jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui
oleh umum.

- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara.,
Selatan,timur dan harat.

~ll __

I
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OIDOIDITIJNo Fonnulir
LAMPlRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

l.JENIS TRANSAKSI 0 1. Perekaman Data 0 2. Pemutakhiran Data D3. Pemutakhiran Data

o 4.Penilaian individual

PR KAB KEC KEL/DES BWK

2. NOP [I][I]I: 1 [lCIIJI: I II
NO URUT KODE 3. JUMLAH BNG

10 4. BANGUNAN KE

ITO
ITO

A. RINCIAN DATA BANGUNAN

4. 'fblq)/ ArxJtik/PtJ:Jar/
Ruko

13. Apartemen
16. Oedung Sekotah

3. Pabrik 0
6. OlshRags/ 0

Rekrea.si
9. Gedung 0

Pemerintahan
12. Bangunan 0PaTkir
IS. Tangki Minyak 0

IT]

DJTIIIIIIJ

o
o
o
o
o

7. JUMLAH
LANTAI

10. DAVA USTRIK
TERPASANG(WATI1

2. Perkantoran I
Swasta

5. Rumah Saki'/
KJinik

8. IlengJ<d/Gudang/-.,
11. Bng Tidak Kens

Pajal<
14. Pompa Sensin

2. Baik D 3. Sedang D 4. Jelek D
2. Beton 0 3. Hatu Bata 0 4. Kayu D
2. Gt8 Beton/ D 3. G18 Siam! D 4. Asbes D 5. Seng DAlumuruum Sirap

2. Beton 0 3. Batu Batol 0 4.Kayu 0 5. Seng 0
Conblok

2. Kemmik 0 3. Terasa 0 4. Ubin PC/o 5. Semen 0
Papan

2. Triplek/ 0 3. TidakAda 0
AsbesBambu

1. Sangat
Baik

1. Baja

D
D

1. Decrabon/ D
BetonjGtg
Glazur

I. Kaca/ 0
AJumunium

6. Tidal< Ada 0
I. Manner 0
I. Akustik/ 0
Jati

I. Pcrumahan

7. Hotel/Wisma

to. Lain.lain

o
o
o
o
oo

ITIIJIDIIJ
DIIJ
DIIJ

14. DINDING

IS. LANTAI

16. LANGIT-LANGIT

9. THN RENOVASI
II. KONDlSJ PADA

UMUMNYA
12. KONSTRUKSI

13.ATAP

6. WAS BANGUNAN
(M2)

8. THN DIBANGUN

5.JNS
PENGGUNAAN
BANOUNAN

B. FASILITAS

17.JUMLAHACrnSplit o=J Window 18. AC Sentral 0 1.Ada D2.TdkAda

DODO
2. TidakAda
2. Tidak Adao 2. Tidal< Ada

22. JUMLAH UFT
00 Penumpang
DO Kapsul
DO Barang

20. WAS PERKERASAN HA~

o=III] Ringan Ll....LLUBerat
o=III] Sedango=III]Dengan Penutup

Lantai
23. JUMLAH TANGGA

BERJALAN
Lbr<O,80M
Lbr>O,80M

TNPLAMPU

0000
00

2.Dengan D
Pelapis

LOTI
1. Diplester D

19. WAS KOLAM
RENANG(M2)

24. PANJANO PAGAR (M) DIIJ 25. PEMADAM

BAHAN PAGAR 01. Baja/Besi 02.eatal
Batako

21. JUMLAH DON LAMPU
LAPANGAN 00 Beton
TENIS 00 Aspal

00 Tansh Ua./
Rum ut

26. JML.SAWRAN ~
PSPABX L..l....-Ll-J

27. KEDALAMAN SUMUR
ARTESIS 1M! DIIJ
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Q.Tipe J

04. Kelas4

D.DiBawah
Tanah

3. Kelas3

03. Tipe2

D.DiAtas
Tanah

03. Kelas3 D4.Kelas4
37. LS RUANGLAIN DNG rTTTI

ACSENTRALM2 W-.J-Ll

02. Resort
OJ. Bintang 3

MENGETAHUJPEJABATYANGBERWENANG

Q. Bintang 1-2 [];. Non
Bintang

[0]]' 43. LS RUANGLAIN DNG COIJ'" ,
, ACSENTRAL M2

2. Kelas2

50. LETAKTANGKl

PETUGASPENDATA

•
PERKANTORANSWASTA/ GEDUNGPEMERINTAH(JPB-2/9)

33. KELASBANGUNAN0 1. Kelas I 02. Kelas2 03. Ketas3

TOKO/APOTIK/PAS RUKO(JPBc
34. KELASBANGUNAN 1. Kelas 1
. 0 RUMAHSAKlT / KLINIK (JPB-5)

35. KELASBANGUNAN01. Kelas I 02. Kelas2
36. WAS KMRDNG rTTTI

AC SENTRAL 2 .l-L.LJ.....J
OOLAHRAGA / REKREASI(JPB-6)
38. KELASBANGUNANOI. Kelas 1 02. Ke1as2

10 HOTEL / WISMA(JPB-7)
139. JENIS HOTEL 01. Non-Resort
40. JML BINTANG 01. Bintang 5 Ch. Bintang 4
1. JUMLAH KAMARrT""TII 42. WAS KMRDNG

LL...L..LJ ACSENTRAL 2

OBANGUNAN PARKIR~-121
44. TIPEBANGUNAN U1.Tipe 4 02. Tipe 3

OAPARTEMEN (JPB=I3,L.,
.45. KELASBANGUNANUI. Kelas I O.Kelas2 03. Kelas3 04. Kelas4

i 46. JML APARTEMENcr::IJJJ 47. WAS APTDNGDNGo:::IJJ'48. LS RUANGLAINDNG DIDI
i 'AC SENTRAL(M2) -, DNGACSENTRAL(M2)

OTANGKl MlNYAK (JPB-15)

49. KAPA~IJ:{\.s,.~
(M3) LLLLLJ

OGEDUNG SEKOLAH~PB.J6)
51. KELASBANGUNANU 1. Kelas J

54. TGL KUNJUNG
KEMBALI

. 55. TGL PENDATMN

OJ/OJ/OJ
OJ/OJ/OJ 59. TGLPENEUTIANOJ/OJ; OJ

56. TANDATANGAN 60. TANDATANGAN

61. NAMAJELAS,57. NAMAJELAS,
, 58. NIP ITJIITDJ OJJI]JDITTI 62. NIP ITJIITDJ OJJI]JDITTI
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B. Bentuk Formulir Permohonan Pendaftaran Objek/Subjek Pajak

PERMOHONAN PENDAFTARAN OBJEK/SUBJEK PAJAK

Nomor:
Lampiran
Perihal : Data Baru SPPT

Untuk PBB P2 Tahun .

Yth. Kepala Hadan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten M~a1engka
di

TEMPAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Alamat

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Dengan ini mengajukan permohonan data baru atas objek Pajak :

Nama Jalan

NOP

Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten

.........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

............................................................................................................................

Karena sampai saat ini objek pajak tersebut belum pernah dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB P2)
( belum pemah diterbitkan SPPT PBB P2-nya )

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :
1. Foto copy KTPIKK.
2. Surat Kuasa (dalam hal permohonan ditanda tangani pihak lain).
3. SPOP dan/atau LSPOP.
4. Foto copy Sertifikatl Akte Jual Beli/Hibahl Waris/Dokumen lainnya.
5. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menyatakan :

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 ••••••••••••••••••••••••• 4 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 •••• 4 •••••••••••••••••••••••• 4' ••

6. Foto copy SPPT tetangga sekitar yang berbatasan langsung.
7. Dokumen lainnya : .

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih .

. ., .
WAJIBPAJAKI KUASAWAJIBPAJAK

( )
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c. Penllllsan NOPdalam SPPT

PENULISAN NOMOR OBJEK PAJAK (NOPI
PAJAK BUM! DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KABUPATEN MAJALENGKA

PEMERINTAH KABUPATENMAJALENGKA
BADAN KEUANCAN DAN Astrr DAERAH

NOMOR SERI SPPT
SPPT'PBB
BUKAN MERUPAK,\N BUKT1 KEPEMrtJKAN HAl'

SURATPEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN

NOP:

KODE PROPINSI
KODE KABUPATEN
KODE KECAMATAN

-, : KODE DESA/KELURAHAN
KODEBLOK
NOMOR URUT DALAMSATUBLOK
KODE KHUSUS (SUDAH SISMIOP/
BELUM SISMIOP )

Keterangan :

Kode Propinsi
Kode Kabupaten

= Kode Kecamatan
Kode Desa/Kelurahan
Kode Blok
Kode Urut Objek
Tanda Khusus (Sudah/belurn SismiopJ

Digit 1 dan 2
Digit 3 dan 4
Digit 5,6 dan 7
Digit 8,9 dan 10
Digit 11,12 dan 13
Digit 14,15,16 dan 17 =

Digit 18



D. Bentuk Dan Format SPPT
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G PEMERJNTAH KABUPATEN MAJALENGKA SPPTPBB

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BUKAN MERUPAKAN" BUKTJ KEPEMlLTKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUl'l'ANTAHUN ............

AKUN:

NOP:

LETAK OBJEK PAJAK NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK

DUSUN/JALAN NAMA ........................
RT..... RW....... DUSUN/JALAN ...........
DESA/KEL. .......... RT..... RW.......
KEC .....................
KABUPATEN MAJALENGKA

NPWPD:

OBJEKPAJAK WAS (M2) KELAS NJOP PER M2 (Rp) TOTAL NJOP (Rp)

Bumi
Bangunan

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB =

NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =

NJOP untuk perhitungan PBB =

PBB yang Terhutang =

PAJAK BUM I DAN BANGUNAN YANG HARUS DlBAYAR (Rp)

TGL JATUH TEMPO : Majalengka, .........................................

TEMPAT PEMBAYARAN : ImPALA

,
NAMAWP : Diterima tgl :

Letak Objek Pajak : Keeamatan Tanda Tangan :

Kelurahan IDesa
NOP : (..................................... )
SPPT Tahun/Rp : Nama Terang

- - .. .- .. -. -



8

E. Tabel K1asifikasi Perhitungan NJOP

KLASIFIKASI PERHITUNGAN NJOP

BAIIGUNAII'

PENGGOLONGAK IflLAI KETENTUAN
JUALBUMI NILAlJUAL

KLS (Rp(m2) BUMI(Rp(m2)
1 2 3

001 > 67.390.000 sid 69.700.000 68,545,000
002 > 65.120.000 sid 67.390.000 66,255,000
003 > 62.890.000 sid 65.120.000 64,000,000
004 > 60.700.000 sid 62.890.000 61,795,000
005 > 58.550.000 sid 60.700.000 59,625,000
006 > 56.440.000 sid 58.550.000 57,495,000
007 > 54.370.000 sid 56.440.000 55,405,000
008 > 52.340.000 sid 54.370.000 53,355,000
009 > 50.350.000 sid 52.340.000 51,345,000
010 > 48.400.000 sid 50.350.000 49,375,000
011 > 46.490.000 sid 48.400.000 47,445,000
012 > 44.620.000 sid 46.490.000 45,555,000
013 > 42.790.000 sid 44.620.000 43,705,000
014 > 44.000.000 sid 42.790.000 41,895,000
015 > 39.250.000 sid 41.000.000 40,125,000
016 > 37.540.000 sid 39.250.000 38,395,000
017 > 35.870.000 sid 37.540.000 36,705,000
018 > 34.240.000 sid 35.870.000 35,055,000
019 > 32.650.000 sid 34.240.000 33,445,000

020 > 31.100.000 sid 32.650.000 31,875,000
021 > 29.590.000 sid 31.100.000 30,345,000
022 > 28.120.000 sid 29.590.000 28,855,000
023 > 26.690.000 sid 28.120.000 27,405,000
024 > 25.300.000 sid 26.690.000 25,995,000
025 > 23.950.000 sid 25.300.000 24,625,000
026 > 22.640.000 sid 23.950.000 23,295,000
027 > 21.370.000 sid 22.640.000 22,005,000
028 > 20.140.000 sid 21.370.000 20,755,000
029 > 18.950.000 sid 20.140.000 19,545,000
030 > 17.800.000 sid 18.950.000 18,375,000
031 > 16.690.000 sid 17.800.000 17,245,000
032 > 15.620.000 sid 16.690.000 16,155,000
033 > 14.590.000 sid 15.620.000 15,105,000
034 > 13.600.000 sid 14.590.000 14,095,000
035 > 12.650.000 sid 13.600.000 13,125,000
036 > 11.740.000 sid 12.650.000 12,195,000
037 > 10.870.000 sid 11.740.000 11,305,000
038 > 10.040.000 sid 10.870.000 10,455,000
039 > 9.250.000 sid 0.040.000 9,645,000
040 > 8.500.000 sid .250.000 8,875,000
041 > 7.790.000 sid .500.000 8,145,000
042 > 7.120.000 sid .790.000 7,455,000
043 > 6.490.000 sid .120.000 6,805,000
044 > 5.900.000 sid .490.000 6,195,000
045 > 5.350.000 sid .900.000 5,625,000
046 > 4.840.000 sid .350.000 5,095,000
047 > 4.370.000 sid .840.000 4,605,000
048 > 3.940.000 sid .370.000 4,155,000
049 > 3.550.000 sid .940.000 3,745,000
050 > 3.200.000 sid .550.000 3,375,000
051 > 3,000,000 sid 3,200,000 3,100,000
052 > 2,850,000 sid 3,000,000 2,925,000
053 > 2,708,000 sid 2,850,000 2,779,000
054 > 2,573,000 sid 2,708,000 2,640,000
055 > 2,444,000 sid 2,573,000 2,508,000
056 > 2,261,000 sid 2,444,000 2,352,000
057 > 2,091,000 sid 2,261,000 2,176,000
058 > 1,934,000 sid 2,091,000 2,013,000
059 > 1,789,000 sid 1,934,000 1,862,000

PE1IGGOLOJlGAJIf 1IILA1 KE'I'ElI"'''''
JUALBUIIi RlLAlJUAL

KLS (Rp/m2) BUMI(Rp/m2t

, , ,
001 > 14,700,000 'Id 15,800,000 15,250,000

002 > 13,600,000 'Id 14,700,000 14,150,000

003 > 12,550,000 sid 13,600,000 13,075,000
004 > 11,550,000 sid 12,550,000 12,050,000

005 > 10,600,000 sid 11,550,000 11,075,000

006 > 9,700,000 sid 10,600,000 10,150,000

007 > 8,850,000 'Id 9,700,000 9,275,000

008 > 8,050,000 'Id 8,850,000 8,450,000

009 > 7,300,000 'Id 8,050,000 7,675,000
010 > 6,600,000 'Id 7,300,000 6,950,000

011 > 5,850,000 sid 6,600,000 6,225,000

012 > 5,150,000 'Id 5,850,000 5,500,000

013 > 4,500,000 'Id 5,150,000 4,825,000

014 > 3,900,000 sid 4,500,000 4,200,000

015 > 3,350,000 sid 3,900,000 3,625,000

016 > 2,850,000 sid 3,350,000 3,100,000

017 > 2,400,000 sid 2,850,000 2,625,000
018 > 2,000,000 'Id 2,400,000 2,200,000

019 > 1,666,000 Sid 2,000,000 1,833,000

020 > 1,366,000 sid 1,666,000 1,516,000

021 > 1,034,000 sid 1,366,000 1,200,000
022 > 902,000 'Id 1,034,000 968,000

023 > 744,000 'Id 902,000 823,000

02. > 656,000 'Id 744,000 700,000

025 > 534,000 'Id 656,000 595,000

026 > 476,000 sid 534,000 505,000

027 > 382,000 'Id 476,000 429,000

028 > 348,000 sid 382,000 365,000

029 > 272,000 sid 348,000 310,000

030 > 256,000 sid 272,000 264,000

031 > 194,000 'Id 256,000 225,000

032 > 188,000 sid 194,000 191,000

033 > 136,000 'Id 188,000 162,000

03. > 128,000 'Id 136,000 132,000

035 > 104,000 sid 128,000 116,000
036 > 92,000 'Id 104,000 98,000
037 > 74,000 sid 92,000 83,000

038 > 68,000 sid 74,000 71,000

039 > 52,000 sid 68,000 60,000
040 > 52,000 'Id
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060 > 1,655,000 sid 1,789,000 1,722,000
061 > 1,490,000 sid 1,655,000 1,573,000
062 > 1,341,000 sid 1,490,000 1,416,000
063 > 1,207,000 sid 1,341,000 1,274,000
064 > 1,086,000 sid 1,207,000 1,147,000
065 > 977,000 sid 1,086,000 1,032,000
066 > 855,000 sid 977,000 916,000
067 > 748,000 sid 855,000 802,000
068 > 655,000 sid 748,000 702,000
069 > 573,000 sid 655,000 614,000
070 > 501,000 sid 573,000 537,000
071 > 426,000 sid 501,000 464,000
072 > 362,000 sid 426,000 394,000
073 > 308,000 sid 362,000 335,000
074 > 262,000 sid 308,000 285,000
075 > 223,000 sid 262,000 243,000
076 > 178,000 sid 223,000 200,000
077 > 142,000 sid 178,000 160,000
078 > 114,000 sid 142,000 128,000
079 > 91,000 sid 114,000 103,000
OBO > 73,000 sid 91,000 82,000
081 > 55,000 sid 73,000 64,000
082 > 41,000 sid 55,000 48,000
083 > 31,000 sid 41,000 36,000
084 > 23,000 sid 31,000 27,000
085 > 17,000 sid 23,000 20,000
086 > 12,000 sid 17,000 14,000
087 > 8,000 sid 12,000 10,000
088 > 5,900 sid 8,000 7,150
089 > 4,100 sid 5,900 5,000
090 > 2,900 sid 4,100 3,500
091 > 2,000 sid 2,900 2,450
092 > 1,400 sid 2,000 1,700
093 > 1,050 gld 1,400 1,200
094 > 760 sid 1,050 910
095 > 550 sid 760 660
096 > 410 sid 550 480
097 > 310 sid 410 350

098 > 240 sid 310 270
099 > 170 sid 240 200
100 < 170 sid 140
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F. Format Permohonan NJOP

PERMOHONAN SURAT KETERANGAN NJOP

Nomor
Lampiran
Perihan Permohonan Surat Keterangan

NJOP PBB tahun .

Yth. Kepala Balian Keuangan clan Aset Daerah
Kabupaten Majalengka
di

TEMPAT

Yang bertanda langan dibawah ini :

Ben tanda X Dada Iwlom yang divilih
oo

1. Pembuatan Akla Tanah/Lelang/Pendaflaran Hak alas Tanah *)
2. .. .

Nama .
No. KTP . NPWPD .
Alamat Jln No Telp RT RW .
DesaI Kelurahan *) Kecamalan .
Kola .
Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *) PBS alas objek pajak yang terletak di :
Alamat Jln No Telp RT RW .
Desa-l Kelurahan*) : Kecamatan , .
Kabupaten . .. .
(Khusus untuk Objek Pajak yang sudah terdaftar pada Badan Keuangan dan Aset Daerah) :
No. SPPT I NOP .
Nama Wajib Pajak : .
Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan NJOP PBB lahun untuk
keperluan :

.........................................................................................................................................

oo
o
o
o

Bersama ini dilampirkan pula : Ben tanda X Dada kolom yang divilih
1. Foto copy KTP, Kartu Keluarga alau identilas lainnya dari wajib pajak/pemohon. 0
2. Untuk objek pajak yang sudah terdaftar :

a. Foto copy Surat Pemberilahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun terakhir.
b. Foto copy bukti Pembayaran PBB (SSPD/SITS) tahun terakhir.

3. Untuk objek yang belum terdaflar :
a. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP yang telah diisi dengan
jelas benar dan lengkap serta ditanda tangani

b. Foto copy surat tanah alau bangunanl Surat Keterangan dari Kepala Desa alau Lurah
mengenai pemilikanl penguasaan alas tanah dan alau bangunan.

c. Foto copy SPPT PBB alas objek pajak yang berada disekilamya (berdekatan) yang telah
dikenakan PBB.
Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

.', •••••••••••••••• 7

WAJIB PAJAKI KUASAWAJIB PAJAK *)

*' Coret yang tlclak perlu ( )
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G. Format Surat Keterangan NJOP

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JAlAN JENDERALACHMAD YANI NO.9 MAJALENGKA45411
Telepon ( 0233) 281167, Faksimile ( 0233 ) 281167

NIP
Jabatan

SURAT KETERANGAN NJOP
NOMOR: .

Yang bertanda tangan dibawab ini :
1. Nama .
2.
3.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2009 tentang
Pajak Daerab dan Retribusi Daerab dan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten
Majalengka dengan ini kami informasikan babwa sesuai basis data PBB P2 di Badan Keuangan dan
Aset Daerab atas objek pajak :

Nomor Objek Pajak
Letak Objek Pajak

........................................................................................

Diperoleh data sebagai berikut

LuasBumi
Luas Bangunan
NJOPBumi
NJOP Bumi Bersama
NJOP Bangunan
NJOP Bangunan Bersama:

+
NJOP Keseluruhan
Terbilang (
Nama Wajib Pajak
Alamat Wajib Pajak

M2
M2
M2XRp
M2XRp
M2XRp
M2XRp

1M2 - Rp
1M2 ~ Rp
1M2 ~ Rp
1M2 ~ Rp

Rp

Perlu kami sampaikan babwa NJOP PBB adalah sebagai dasar pengenaan dalam menghitung PBB P2
yang terutang dan bukan sebagai dasar nilai transaksi.
Demikian Sumt Keterangan NJOP ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya. Apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan
berlaku.

Dibuat di : Majalengka
Pada tanggal
KEPALABADANKEUANGANDAN
ASETDAERAHKAB.MAJALENGKA

( )
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H. Format Berita Acara Penyerahan SPPT

1. Berita Acara Penyerahan SPPTdari Kepala BKADkepada Camat

BERITA ACARA PENYERAHAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPTI
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KABUPATEN MAJALENGA TAHUN ....•..

NOMOR : .

NIP .
Kabupaten MajaIengka

Pada hari ini tanggal yang bertandatangan dibawah ini :
I. Nama I NIP : NIP. . .

Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten MajaIengka
Selanjutnya disebut PIHAKKESATU

II. Nama I NIP .
Jabatan : Camat .
Selanjutnya disebut PIHAKKEDUA

buku

buku

Objek

Objek

Pihak kesatu menyerahkan kepada piliak kedua dan piliak kedua menerima dari piliak kesatu
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)buku DHKP I. II dan III Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan untuk wilayah Kecamatan Kabupaten Majalengka
Dengan rincian sebagai berikut :
I. Sektor Perkotaan :

I. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sebanyak
Pajak

2. Daftar Himpunan Ketetapan Pokok (DHKP)sebanyak
3. Jumlab ketetapan sebesar Rp .

( )
II. Sektor Perdesaan :

I. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sebanyak
Pajak

2. Daftar Himpunan Ketetapan Pokok (DHKP)sebanyak
3. Jumlah ketetapan sebesar Rp .

( )

Adapun daftar rincian jumlah SPPT dan DHKP per Desa/Kelurahan terlampir untuk roasing-
masing Desa/Kelurahan dengan penjelasan sebagai berikut :
I. SPPT harus disampaikan kepada Wajib PaJak selambat-lambatnya tanggaI .
2. Potongan tanda terima SPPT disampaikan kembali ke BKAD.
3. Pajak terhutang PBB P2 dibayar pada tempat yang telah ditentukan.
4. TanggaIjatuh tempo pembayaran PBB P2 adalah tanggal .

Demikian Berita acam ini dibuat daIam rangkap 3 untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAKKEDUA
CAMAT .

PIHAKKESATU
KEPALABKAD

KABUPATENMAJALENGKA
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2. Berita Acara Penyerahan SPPTdari Camat kepada Kepala Desa/Lurah

BERlTA ACARA PENYERAHAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT)
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN .

NOMOR: .

Pada hari ini tanggal yang bertandatangan dibawah ini :
I. Nama I NIP : NIP. .. .

Jabatan : Carnat Kabupaten Majalengka.
Selanjutnya disebut PIHAKKESATU

II. Nama I NIP . NIP .
Jabatan : Kepala Desa/Lurah Kecarnatan .
Selanjutnya disebut PIHAKKEDUA

buku

.................... buku

.................... Objek

= Objek

Pihak kesatu menyerahkan kepada pihak kedua dan pihak kedua menerima dari pihak kesatu
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)buku DHKP I,ll dan III Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan untuk wilayah Desa/Kelurahan Kecarnatan
.................... Dengan rincian sebagai berikut:
I. Sektor Perkotaan :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sebanyak
Pajak

2. Daftar Himpunan Ketetapan Pokok (DHKP)sebanyak
3. JumIah ketetapan sebesar Rp .

( )
II. Sektor Perdesaan :

I. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sebanyak
Pajak

2. Daftar Himpunan Ketetapan Pokok (DHKP)sebanyak
3. Jumlah ketetapan sebesar Rp .

( )

Adapun daftar rincian jumlah SPPT dan DHKP per Desa/Kelurahan terlampir untuk masing-
masing Desa/Kelurahan dengan penjelasan sebagai berikut :
1. SPPT harns disampaikan kepada Wajib PaJak selambat-Iambatnya tanggal .
2. Potongan tanda terima SPPT disampaikan kernbali ke Badan.
3. Pajak terhutang PBB P2 dibayar pada tempat yang teIah ditentukan.
4. Tanggaljatuh tempo pembayaran PBB P2 adalah tanggal .

Demikian Berita acara ini dibuat dalarn rangkap 3 untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAKKEDUA
KEPALADESA/LURAH .

PIHAKKESATU
CAMAT .
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I. Format Pembetulan SPPT

1. Pembetulan SPPTsecara Perseorangan

PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT - PERORANGAN

Nomor
Lampiran
Perihal : Permohonan Pembetulan SPPT/SKP/STP *)

PBS tahun pajak .

Yth. Kepa1aBadan Keuangan dan ABetDaerah
Kabupaten Majalengka
di

TEMPAT
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama .
No. KTP . NPWPD .
Alamat : Jin No Telp RT RW .
Desa/Kelurahan *) : Kecamatan .
Kota/Kabupaten . . .
Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *) PBB atas objek pajak yang terletak di :
Alamat : Jin No Telp RT RW .
Desa/Kelurahan *) : ......................................•........ Kecamatan .
Kabupaten . . .
No.SPPT/ NOP(lama) .

Dengan ini mengajukan pennohonan pemhetulan atas SPPTjSKPD/STPD *) PBB tersebut di atas dengan alasan
sebagai berikut : Ben tanda X pada kolom uang dipjJih
J. Kesalahan tulis : nama wajib pajak (bukan ganti/balik nama)/alamat wajib pajak/ 0

alamat objek pajak/ No. SPPT/SKPD/SPTPD tabun pajak/tanggaljatuh tempo *)
Data yang benar adalah .

2. SPPT/SKPD/SPTPD *) untuk objek pajak yang sarna diterbitkan lebih dari satu dengan 0
NOPyang berbeda (pengenaan ganda). Diterima agar NOP dihapus.

3. Kesalahan hitung : Penambahan/Pengurangan/Perkalian/Pembagian *) 0
4. Salah/keliru dalam penerapan peraturan perundang-undangan terhadap 0

fakta/kenyataan objek/subjek pajak yang sudah jelas benar : SPPTyang terbit atas objek
pajak yang seharusnya bebas PBB (tanah wakaf, kuburan, tempat ibadah, kantor
pemerintab dl1)/salah penerapan NJKP/sa1ah penerapan sektor (objek PBB Sektor
Perdesaan/Perkotaan dil<enakan PBB Sektor Perkebunan/Perhutanan/Pertambangan
atau sebaliknya *)

5. 0
...................................................................................................................................

Bersama ini dilampirkan pula: Ben ronda X pada kolom uang dipilih
J. Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang/pihak lain). 0
2. Foto copy KTPatau identitas lainnya dari wajib pajak. 0
3. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOPI dan Lampiran SPOP yang telah diisi dengan 0

jelas, benar dan lengi<apserta ditanda tangani. 0
4. Asli SPPT/SKP/STP *) tabun pajak yang berkenaan.
5. Foto copy bukti pembayaran PBB (SSPD/STTS *) tahun terakhir. DO
6. Foto copy surat tanah dan atau bangunan/Surat Keterangan dari kepala Desa atau

Lurah mengenai pemilikan/penguasaan atas tanah dan atau bangunan.
Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih .

................ , .
WAJIBPAJAK/KUASAWAJIBPAJAK*)

*) Coret ya.ng tldak per1~

( )
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2. Pembetulan SPPT secara Kolektif

PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT - KOLEKTIF

Nomor
Lampiran
Perihal Permohonan PembetuJan

SPPT PBB tabnn pajak .

yth. Kepala Hadan Kenangan dan ABet Daerah
Kabupaten Majalengka
di

TEMPAT

Yang bertanda tangan di bawab ini :

Kepala Oesa{Lurah *)
Kecamatan
Kabupaten

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PBB yang ketetapan pajaknya tidak
melebihi RplOO.OOO,-(seratus ribu rupiah) per OP{WP sebagaimana daftar terlampir, dengan ini
mengajukan pembetulan atas SPPr PBB tahun dengan alasan sebagaimana tercantum pada
daftar terlampir.

Bersama ini dilampirkan pula: Beri tanda Xpada
1. Oaftar nama wajib pajak yang mengajukan pembetulan yang

ditandatangani Kepala Oesa {Lurah dan diketabui Camat
2. Lampiran SPOP Kolektif ( Untuk Bangunan I
3. Asli SPPr tabun pajak yang berkenaan.
4. Foto Copy SSPO{STIS tabun terakhir.

Oemikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih .

kolom yang dipilih

o
ooo

MENGETAHUI,
CAMAT .

( )

*) Coretyang tidak perlu

.................... .
KEPALAOESA{LURAH .

( )
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J. Format Surat Permohonan Mutasi Objek dan Subjek Pajak

1. Surat Permohonan Mutasi Objek dan Subjek Pajak Perorangan

PERMOHONAN MUTASI OBJEK/SUBJEK PAJAK - PERORANGAN

Nomor
Lampiran
Perihal

: I (satu) lembar
: Mutas! ObjekjSubjek Pajak
untuk PBB Tahun .

Yth. Kepa1aBadan Keuangan dan ABet Daerah
Kabupaten Majalengka
di

TEMPAT

Yang bertanda tangan di bawab ini :

Nama . . .
No. KTP . NPWPD .
Alamat : JIn No Telp RT RW .
Desa {Kelurahan *j : Kecamatan .
Kota{Kabupaten . . .
Sebagai wajib pajak{kuasa wajib pajak *)PBB atas objek pajak yang terletak eli :
Alamat : JIo No Telp RT RW .
Desa{Kelurahan *j : Kecamatan .
Kabupaten . . .
No.SPPT{NOP(lama) .
dengan ini mengajukan permohonan Karenajperubahan data objek{subjek PBB tersebut di atas untuk
SPPT PBB tahun Karena :

1. Peralihan Karena u tanah seluas : m2 dim bangunan seluas : m2, Karena jual-beli{ tukar
menukar{ hibah{ hibah wasiat{ waris{Ielang{ putusan hakim{ hadiah *j berdasarkan Akta{RisaIah
Lelang{Putusan Hakim *j tanggal nomor .

2. . .
.............................................................................................................................................................

Ben lando X pada kolom yang dipilih

Bersama ini dilampirkan pula:
1. Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang{pihak lain).
2. Foto copy KTPatau identitas lainnya dari wajib pajak. r=:l
3. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP yang telah diisi dengan t:j

jeIas, benar dan lengkap serta ditanda tangani.
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun pajak berjalan. ~
5. Foto copy bukti pembayaran PBB (SSPD{STTS *)tahun pajak beIjalan.
6. Foto copy surat tanah Karena u bangunan{Surat Keterangan dari kepala Desa {Lurah
mengenai pemilikanjpenguasaan atas tanah Karena u bangunan.
Keteran an tentan ob'ek a'ak lain an dimiliki dikuasai dimanfaatkan:

NO. NOP No. SPPT Alamat letak ob'ek a'ak Keteran an

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih .
................. .

WAJIB PAJAK{KUASAWAJIB PAJAK*)

( I
*)Coret yang tidak perlu
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2. Surat Permohonan Mutasi Objek dan Subjek Pajak Ko1ektif

PERMOHONAN MUTASI OBJEK/SUBJEK PAJAK - KOLEKTIF

Nomor:
Lampiran
Perihal : Mutasl Objek/Subjek ~

untuk PBB Tahun .

yth. Kepala Badan Keuangan dan ABet Daerah
Kabupaten Majalengka
di
TEMPAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama .
No. KTP . NPWPD .
Alamat : Jin No Telp RT RW .
Desaj Kelurahan *) : Kecamatan .
Kotaj Kabupaten . . .
Sebagai wajib pajakjkuasa wajib pajak *)PBB atas objek pajak yang terletak di :
Alamat : Jln No Telp RT RW .
Desaj Kelurahan *} : Kecamatan .
Kabupaten . . .
No.SPPTINa P(lama) .
dengan ini mengajukan permohonan Karenajperubahan data objekjsubjek PBB tersebut di atas untuk
SPPT PBB tahun Karena :

1. Peralihan hak atas tanah seluas : m2 dan bangunan seluas : m2, karena jual-belil tukar
menukarj hibahj hibah wasiatj warisj lelang{ putusan hakim{ hadiah *)berdasarkan AktafRisalah
LelangfPutusan Hakim *)tanggal nomor .

2. .. .
.............................................................................................................................................................
............................................ .

Ben tanda X pada Irolom yang dipilih
Bersama ini dilampirkan pula:

1. Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang{pihak lain).
2. Foto copy KTPatau identitas lainnya dari wajib pajak. ~
3. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP yang telah diisi dengan

jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani.
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)PBB tahun pajak beIjalan. ~
5. Foto copy bukti pembayaran PBB (SSPDISTTS *)tahun pajak beIjalan.
6. Foto copy surat tanah dan atau bangunanfSurat Keterangan dari kepala Desa fLurah

mengenai pemilikanfpenguasaan atas tanah dan atau bangunan.
Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih .

................• .
WAJIB PAJAK{KUASAWAJIB PAJAK*)

( )
*)Coret yang tidak perlu



18

K. Format Berita Acara Penelitian Aclministrasil Lapangan

1. Berita Acara Penelitian Administrasi

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JALAN JENDERAL ACHMAD YANI NO.9 MAJALENGKA 45411
Telepon ( 0233) 281167, Faksimile ( 0233 ) 281167

BERITA ACARA PENELITIAN ADMINISTRASI

Berdasarkan penelitian administrasi, terhadap permohonan Pengajuan Keberatanjpengurangan.
Melalui surat nomor Tanggal yang diterima Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Majalengka dengan uraian berikut:

I. UMUM
J. NOP
2. Alamat OBJEK Pajak
3. Tahun Pajak
4. Jenis Ketetapan
5. PBB Terhutang

............................................................................................ ,..

n. DASAR HUKUM
J. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Majalengka.

m. BASIL PEMERIKSAAN

IV. KESIMPULAN
J. Kesimpulan
2. Saran

Menyetujui
Wajib Pajak

r •...•.....•.............. )

KEPALA SUB BIDANG

Petugas Peneliti 1

r )

Mengetahui,

Majalengka, .

Petugas Peneliti II

( ............•.•...•••.••••• J

KEPALABIDANG .

( ) (. )
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2. Berlta Acara Penelitian Lapangan

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JALAN JENOERAL ACHMAO VANI NO.9 MAJALENGKA 45411
Telepon ( 0233) 281167, Faksimile( 0233 ) 281167

BERITA ACARA PENELITIAN LAPANGAN

Berdasarkan penelitian di lapangan, sesuai surat tugas:
Penelitian di Nomor : Tanggal: .
Penelitian di Lapangan Nomor : Tanggal: .
Telah dilakukan penelitian di kantor pada tanggal sampai dengan tanggal.. .
Terhadap permohonan Pengajuan Keberatan.

Melalui surat nomor Tanggal yang diterima Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka dengan uraian berikut:

I. UMUM
1. NOP
2. A1amat OBJEK Pajak
3. Tabun Pajak
4. Jenis Ketetapan
5. PBB Terhutang

U. DASAR HUKUM
3. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerab dan Retribusi Daerab.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabu paten Majalengka.

m. HASIL PEMERIKSAAN
I. Pemeriksaan di Kantor
2. Pemeriksaan d.iLapangan

IV. KESIMPULAN
3. Kesimpulan
4. Saran

Majalengka, .
Menyetujui

Wajib Pajak

( )

KEPALA SUB BIDANG

Petugas Peneliti I

( )

Mengetahui,

Petugas Peneliti II

( l

KEPALABIDANG .

( ) ( )
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L. Format Laporan Penyampaian SPPT, SKPD dan SKPDN

DAFTAR RINCIAN JUMLAH SPPT DAN DHKP PBB-P2 TAHUN .
BUKU I, II DAN III

Kecamatan .
SPPT (Ibr) Ketetapan Jumlah

No Desai Kelurahan Jumlah SPPT DHKP Ketetapan Ket.
Buku I Buku II Buku III I,ll, III (buku) Buku I Buku I Buku III 1,1I,1lI

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

001
002
dst

Sektor Perdesaan
Sektor Perkotaan
Jumlah

PIHAKKEDUA
Yang menerima

Camat .

PIHAKKESATU
Yang menyerahkan

KepalaBKAD



21

DAFTAR RINCIAN JUMLAH SPPT DAN DHKP PBB.P2 TAHUN .
BUKU I, II DAN III

LJII;;i::tC11 ,["LIl;;;~I.lJ.GU.J,Gl.lJ. ••••••••••••••••••

SPPT (lbr) Ketetapan Jumlah
No Desai Kelurahan Jumlah SPPT DHKP Ketetapan Ket.

Buku I Buku II Buku III I,ll, III (buku) Buku I Buku I Buku III 1,II,I1I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sektor Perdesaan
Sektor Perkotaan
Jumlah

PIHAKKEDUA
Yang menerima

Kepala Desa/Lurah .

PIHAKKESATU
Yang menyerahkan
Camat .
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SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) KOLEKTIF

DESA/KELURAHAN : ••••••••••••••••••••••••••••• Nomor Bendel ITllIIJ
DATA OBJEK PAJAK DATA SUBJEK PAJAK DATATANAH a~

Nomor Nomor
~

ALAMAT
6b

Nomor Blok LETAKOBJEK a
Urut NomOI '"Urut

~
o:l

Bendel SPPT NamaJalan ;;l NAMA NamaJalan NornorKTP LUAS KODE Jenis

1Lama Blok I Kavling RT RW iii [;.] Blok/Kavling/Dusun RT RW
M2 ZNT Tanah

I Dusun I '" INomorNOP Nomor 0- ..,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MENGETAHUI :
CAMAT .

.....................................................
KEPALA DESA/LURAH .

2. Kavling amp Bangunan

Petuniuk penalstan SPOPKolektif:
KIm 1 : diisi angka (I ... dst)
KIm 2 : diisi Petugas BKAD Pendapatan.
KIm 3 : diisi angka sesuai NOP yang diajukan;
KIm 4 : diisi angka sesuai SPPT yang berkenaan;
K1m 5, 6 dan 7 : diisi sesuai letak objek pfijak;
KIm 8 : duai sesuai daftar pilihan 1. Pemilik
Klm 9 : diisi sesum daftar pilihan 1. PNS 2. TNI/POLRI
Kim 10 : cukup jelas
Klm II, 12 &13 : diisi sesuai alamat wajib pajak.
Kim 14 : cukupjelas;
KIm 15 : cukupjelas;
KIm 16 : diiai petugas BKAD
Klm 17 : diisi sesum daftar pilihan 1. Tanah dan Bangunan
Kim 18 : cukup jelas.

2. Penyewa
3. Pensiunan

3. Pengelola
4. Badan

4. Pemakai
5. Lainnya

3. Tanah Kosong

5. Sengketa.

4. Fasilitas umum
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DAFTAR PERUBAHAN DATA OBJEK/SUBJEK PBB-P2
PROPINSI : ( ) JAWA BARAT
KABUPATEN : ( ) MAJALENGKA
KECAMATAN : ( ) ....•.•...•.......•
DESA/KELURAHAN : ( ) ...•••..•....•.....
TAHUN

DATA lAMA DATA BARU

Nornar
Nomar

Buml Bangun ALAMAT BUM! BANGUNAN *J
Nomor Urut Letak

an U>

~Urut Pereka Objek Nama ~ NAMA Nama Jalan Jumlah
man BLOK NOP Pajak Luas IT Luas to ~ Nomar RT RW Nomar LUAS KODE Jenls LUAS

Bangun
(m2) Q. Blok/Kavllng KTP M2 ZNT Tanah M2

Dusun an

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

..•....•........... '0' .
MENGETAHUI :

CAMAT .

Petunfuk pengl!lan daftar perubahan obJek/.ubfek PHD-Fa :

KEPALA DESA/LURAH .

KIm!
KIm 2
KIm 3 dan 4
KLm5
KIm 6
KIm 7
KIm a
KIm 9
KIm 10
K1m 11"
Kim 12
Kim 13
KIm 14 dan 15
Kim 16
Kim 17
Kim 18
KIm 19
KIm 20
KIm 21

diisi angka (1,2 ... dst)
dlisi petugas BKADj
dlisl angka sesum nomOT Blok dan NOP yang diajukan;
diisl nama JlnjRTjRW;
diisi nama wajib pajak sebelum mutas!;
diisi luas Buml (M2)
diisljenls tanah (DaratjSawah)
dUal Luas Bangunan (M2)
dUal sesum daftar pillhan 1. Pemillk
diis! sesual daftar pilihan 1. PNS
dlls! nama wajib pajak setelah mutasi.
dlisi alamat wajlb pajak.
cukup jelas.
dusl nomor KTP wajlb pajak
cukupjelas
diisl petugas BKAD
diisl jenls tanah (Darat/Sawah)
cukupjelas
dilsi jumlah bangunan.

2. Penyewa
2. TNI/POLRI

3. Pengelola
3. Penslunan

4. Pemakai
4. Badan

5. 8engketa.
5. Lalnnya



LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (LSPOP) KOLEKTIF

24

DESA{KELURAHAN : •••••••••••••••••••••••••••• Nomor Bundel: cornco
Nomor

Nomor
B10k

Nomor Urut ................... Jumlah Bangu JPB Luas Jumlah Tahun Tahun Listrik Kondisi Konstruksi Atap Dinding Lantai Langit-
urut Bangunan nan Ke M' Lantai Dibangun Renovasi (Watt) Bangunan Iangit

Bundel No.Objek
Pajak

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17

MENGETAHUI :
CAMAT

PETUliJUK PENGISIAN:

............... /

KEPALA DESA/LURAH

KIm!
KIm 2
KIm 3
KIm 4
KIm 5
KIm 6

KIm 7
KIm 8
KIm 9
KIm 10
KIm 11
KIm 12
KIm 13
KIm 14
KIm 15.
Kim 16
Klm17

dUal Angka (1,2 ... dstl
diisi petugas BKAD
dusl Angka (1 ... datI
diial Jml. Bgn. yang ada
dUsl Bangunan ke {l '.. dstl
dllsl jenis penggunaan bangunan
1. Perumahan
2. Kantor Swasta
3. Pabrik 7. Hotel Wisma
4. TokojApotikjPasar/Ruko

diisi LURa Bangunan yang ada
diisi Jumlah Jamal
diisi scsua! tahun dibangun
diisi tahun dilllkukan renovasi
dllsl daya listrik terpasang
diisi scsua! pillhan
dUal sesual pllihan
dUst sesusi pillhan
diisl sesuai pilihan
diisl sesuai pillhan

dUsi scaua! pilihan

5. Rumah sakit/Kllnlk
6. Odg. Olah Raga/Rekreasl
11. Bgn tidak kena PBS
8. Bengkel/Oudang

1, Sangat baik
1. Baja
1, Dekrabon/Beton/Otg. Glazur
I, Kaca/ Aluminium
L Marmer
L Kayu Jati/Akustik

9. Gedung Pemelintah
10. Lain-lain
15. Tangki Minyak
12. Bgn Parklr

2. Baik
2, Beton
2. Oen teng Beton
2. Beton
2. Keramik
2. Trlpleksl Asbes/Eternit

3. Sedang
3. Bate.
3. Genteng Blasa/Sirap
3, Bata/Konblok
3. Teraso
3. Tidak Ada

13. Apartemen
14. Pompa Bensin

16. Oedung Sekolah

4. Jelek
4. Kayu
4. Asbes
4. Kayu
4. Ubln PC/Papan

5, Seng
5, Seng
5. Semen
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M. Format STPD PBB

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JAtANJENDERALACHMADYAN!NO.9 MAJALENGKA45411
Telepon ( 0233) 281167, Faksimile ( 0233 ) 281167

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Nomor
Tanggal penerbitan :

Jumlab pajak yang terhutang
an masih harus diba ar
LETAK OBJEK PAJAK
Kabupaten
Kecamatan
Desa/Keluraban
A1amat

Tabun:

Rp
NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK

NOP: NPWPD:
Perincian ak an teru
I Pajak yang terntang menurnt SPPT/SKPD*) Rp
2 Pengurangan Rp
3 Pengurangan Denda Administrasi Rp
4 Pajak yang harns dibayar Rp
5 PBB yang belum/kumng dibayar - langka 2 + angka 3 + angka 4) Rp
6 Denda administrasi Keterlambatan Pembayaran Rp
7 Pengurangan Denda Administrasi Rp
8 Pa'ak an masih harns diba ar R.
Terbi1ang:
Tan al 'atuh tern 0: Tern at Pembayaran

PERHATIAN

1. Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (STP
PBB) ini harns dilunasi paling lambat 1 (satu)
bulan sejak tanggal diterima.

2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang
pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan
akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat
Paksa. pelaksanaan sita dan lelang.

Majalengka •..........................................
KEPALABKAD

KABUPATENMAJALENGKA

.......................................................
NIP.

SUTRISNO

Nama lengkap dan tanda tangan

Diterima Tanggal
Penerima

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

ale

SEKRETARIS DAERAHt
I~NGAA ,

AH:ADOD:KIN -

x : Poton dlslnl dan kirlm kembali ke BKADRabuten ..
NamaWP.
NPWPD
NOP
Tabun Pajak
No. STPPBB
Tanggal Penerbitan

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,

c
(Z GUNGUN M.D., S.H., M.Pd.

NIP. 19680327 199603 1 003
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PERATURANBUPATI MAJALENGKA
Nomor 11Tabun 2017
Tanggal 31 Juli 2017
Tentang TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI
KABUPATEN MAJALENGKA.

A. Format Permohonan Pengajuan Keberatan SPPT/SKPD

PERMOHONANPENGAJUANKEBERATAN

Lampiran
Hal

1 (satul set
Permohonatt Keberat&n alas SPPT/SKP PBB" J Tahun Pajak

yth. Bapak Bupati MajaJengka
Melalui
yth. Kepala Barlan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Majalengka
di

MAJALENGKA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama
Alamat
DesajKelurahan
Kecamatan
Kabupaten
Nomor TeleponfHP

MAJALENGKA

Sebagai Wajib Pajak/Kuass. Wajib Pajak *) atas objek pajak :
NOP . . ....•.......................

Alamat .
DesajKelurahan . . . .
Kecamatan " ' .
Kabupaten : MAJALENGKA
PBS yang terutang : Rp ( .

............................ )

Tgl SPPTjSKP* diterima

Dengan ini mengajukan Keberatan atas SPPI'jSKP PBB*)Tahun Pajak dengan alasan :
1. . .
2 .
3.. . .

Menurut perhitungan kami ketetapan PBB yang seharusnya adaJah sebagai berikut ;
1. Bumi : m2 x Rp /rn2 '" Rp .
2. Bangunan m2 X Rp, /m2 = Rp +
3. NJOP : ( 1 + 2 ) '" Rp .

4.NJOPTKP
5. NJOP untuk perhitungan PBB ( 3-4 )
6. TarifPBB 0,15% atau 0,25% X
7. PBB yang terutang
Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

=Rp........ . .
=Rp. . .
=Rp .

"'Rp .

Bersama ini dilampirkan :
1. SPPT asli/SKP PBB*)yang diajukan keberatan.
2. Foto copy identitas Wajib Pajak & identitas kuasa wajib pajak dalam hal dikuasakan.
3. Surat Imasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.
4. Bukti Pendukung kepemilikan berupa fotocopy :

a. Sertifikat, Akta Jual Beli atau Akta Hibah
b .
c. dst

Majalengka, .
Wajib pajakjKuasa Wajib Pajak *)

Keterangan :
*1Caret yang tidak perlu
*)Jika nilai NJOP lebih dari 1 Miliar maka tarifnya 0,25%.
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PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JALAN JENDERAL ACHMAD YANI NO.9, MAJALENGKA 45411

Telepon ( 0233) 281167, Faksimile (0233) 281167

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor Tabun 2017

Tentang
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BAI'IGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (puB P2)

KEPALABADANKEUANGANDANASET DAERAH
KABUPATENMAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

Menempkan

KESATU

KEDUA

bahwa berdasarkan surat pennohonan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tanggai Atas nama Wajib Pl\iak

yang diterima berdasarkan nomor pelayanan tanggal
Atas SPPT No. Tahun Pl\iak 2017 dengan

mempertimbangkan hasil penelitian Iapangan yang dituangkan da1am Berita Acara
Penelitian Lapangan tanggal maka dipandang perlu menempkan
Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dengan
Keputusan Kepala Badan.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2009 tentang Pajak Daerab dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

2. Peraturan Menleri Keuangan Nomor 1l0/PMK.03/2009 lentang Pemberian
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Talmn 2012 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Majalengka
(Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tabun 2012 Nomor 2 );

MEMUTUSKAN

Mengabulkan permohonan keberatan besamya PBB-P2 atas pengajuan keberatan
PBB-P2
b. Nama Wajib Pajak
c. Alamat Wajib pajak
d. Alamat Objek Pajak
e. PBBTerutang Rp.

Perhitungan Besaran PBB P2 yang terutang menjadi Rp dengan
perhitungan sebagai berikut :

Uraian

Semula
Men.adi

Luan M2
Bumi Ban an
285 90
285 90

NJOP 2
Bumi Ban
3.375.000
335.000

Ketetapan
an PBB

1.020.945
154.545

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan
perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan eli Majaiengka
Pada tanggai

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ABET DAERAH

LALAN SOEHERLAN S
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B. FormatSKPDKB

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JAIJ\N JENDERAl ACHMAD YANl NO.9 MAJAlENGKA 45411
Telepon ( 0233) 281167, Faksimile ( 0233 ) 281167

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG SAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUl'fAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Nomor:
Tanggal penerbitan
Jumlah pajak yang
terhutang
an masih harns diba ar
Letak Obiek Paiak
Kabupaten
Kecamatan
Desa/Kelurahan
Alamat

Rp

Tahun:

Nama clan Alamat Walib Paiak

NPWPD:

Rp

2 Pengurangan Rp

3 Pengurangan Denda Adrninistrasi Rp

4 Pajak yang harns dibayar Rp

5 PBByang belum/kurang dibayar - (angka 2 + angka 3 + angka 4) Rp

6 Denda administrasi Keterlambatan Pembayaran Rp

7 Pengurangan Denda Administrasi Rp

8 Pajak yang rnasih harns dibayar Rp

Terbilang:

Tan al .atuh tern 0:

Majalegka, .
KEPAIABKAD

KABUPATENMAJALENGKA

PERHATIAN
I. Surat Tagihan Pajak Burni dan Bangunan

(STPPBB) ini harns dilunasi paling lambat
1 (satu) bulan sejak tanggal diterinia.

2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo
utang pajak belum dilunasi, rnaka tindakan
penagihan akan dilanjutkan dengan
penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan 8ita .
dan lelang. NIP.

l~ •..••.•..•..•..~~;::POtP--."al;ilmj:f!ijn'~!!D'iiemliairke'B~'Kiii••"=teii;~ij ill!'. "Iii
Nama WP. Diterima Tanggal .

Penerima
NPWPD
NOP

No. STPPBB
Tanggal
Penerbitan tangan

.......................................................
Nama lengkap dan tanda
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C.FormatSKPDKBT

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JALAN JENDERAl ACHMADYANI NO.9 MAJAlENGKA 45411
Telepon ( 0233) 281167, Faksimile ( 0233 ) 281167

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Nomor:
Tanggal penerbitan :
Jumlah pajak yang terhutang
an masih harus diba ar
Letak Obiek Palak
Kabupaten
Kecamatan
Desa/Kelurahan
Alamat

Rp

Tabun:

Nama dan Alamat Waiib Paiak

NPWPD:NOP
Perinelan ak teruta
I Pajak yang terutang menurut SPPT/SKPD*)

2 Pengurangan

3 Pengurangan Denda Administrasi

4 Pajak yang harus dibayar

5 PBByang belum/kurang dibayar - (angka 2 + angka 3 + angka 4)

6 Denda administrasi Keterlambatan Pembayaran

7 Pengurangan Denda Administrasi

8 Pajak yang masih harns dibayar

Terbilang

Rp

Rp

Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

Tan al 'atuh tem 0:

PERHATIAN
I. Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (STP

PBB) ini harus dilunasi paling lambat I (satu)
bulan sejak tanggal diterima.

2. Apabiia setelah lewat tanggal jatuh tempo utang
pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan
akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa,
pelaksanaan sita dan lelang.

Tern at Pemba aran

Majalengka, .
KEPALABKAD

KABUPATENMAJALENGKA

NIP.
\X;.; ••.•"";,, •.,,;;PotOn-ccIlSlijl.dijn'J~llii!!jJ~ii!ii~.Ii~keBKADKi"li!iii-tiijl~ .. ~~':-" .
Nama WP. Diterima Tanggal .

Penerima
NPWPD

NOP
No. STPPBB
Tanggal Penerbitan

.................................................................
Nama lengkap dan tanda tangan
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D. Format Permohonan Pengurangan atau Penghapusan sanksi Aciministrasi

PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Nomor
Lampiran
Perihal : Permohonan Penghapusan/Pengurangan Sanksi

Administrasi PBB tahun .

Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Majalengka
di

TEMPAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

NO.KTP

AJamat

....................................................................................................................
: NPWPD .

: Jln No Telp RT RW .

DesajKelurahan *) : ' Kecamatan .

Kota/Kabupaten . . .

Sebagal wajib pajak/kuasa wajib pajak *) PBB P2 atas objek pajak yang terletak di :

Alamat : Jin No Telp RT RW .

Desa/Keluraban *)

Kabupaten

: '." '.. , Kecamatan " "

...................................................................................................................
No.SPPT / SKP *) : tabun pajak .

Dengan ini mengajukan permohonan penghapusanjpengurangan sanksi administrasi sebesar %
( persen) dari denda yang tercantum pada : Beri tanda X pada kolom yang divilih

a. SITS PBB tabun (karena membayar PBB melewati Tanggal Jatuh Tempo) ~
b. SKP PBB No. tabun .
c. STP PBB No. tabun " .

dengan alasan : Ben taneta X pada kolom yang dWilih
a. Terlambat menerima SPPT karena hal-hal tertentu di Iuar kemampuan wajib pajak.
b. Karena Petugas Pemungut terlambat setor ke Tempat Pembayaran sedangkan wajib pajak sudJ:J

membayar lunas dan menerima Tanda Terlma Sementara (TTS). D
c. . 0

...........................................................................................................................

Bersama ini dilampirkan pula: Ben tanda X pada kolom yang dipilih
1. Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang/pihak lain). ~
2. Foto copy KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak.
3. Foto copy SPPT/SKP/STP *) PBB tabun pajak yang berkenaan.
4. Foto copy bukti pembayaran PBB (SSPD/SITS *) tabun terakbir.
5. Surat Keterangan yang mendukung alasan pengajuan permohonan.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

. .
WAJIB PAJAK/ KUASAWAJIB PAJAK *)

+J Coret yang tidak perlu

( )
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E. Format Permohonan Pengurangan/Pembatalan SPPT Perseorangan

PERMOHONAN PENGURANGAN/PEMBATALAN SPPT/SKPD/STPD - PERORANGAN

Nomor
Lampiran
Perihal : Permohonan Pengurangan/Pembatalan

SPPT/SKPD/STPD *' PBB tahun pajak .

Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aet Daerah
Kabupaten Majalengka
di

TEMPAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

NO.KTP
Alamat

NPWPD .

: Jin No Telp RT RW .

DesajKelurahan *) : Kecamatan .

Kotaj Kabupaten . . .

Sebagai wajib pajakjkuasa wajib pajak *) PBB atas objek pajak yang terletak di :

Alamat : Jln No Telp RT RW .

DesajKelurahan *)

Kabupaten

No.SPPT/NOP(lama)

: ,. Kecamatan .

Tanggal diterima SPPT : .

Dengan ini mengajukan permohonan penguranganjpembata1an atas SPPT/SKPD/STPD *) PBB Tahun
Pajak sebesar % ( perseratus), dengan alasan .

Bersama ini dilampirkan pula : Ben tanda X pada 1m/om yang dipilih
1. Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orangjpihak lain).
2. Foto copy KTPatau identitas lainnya dari wajib pajak.
3. Asli SPPT/SKPD/STPD *l tahun pajak yang berkenaan.
4. Bukti lainnya.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih .

................•.................................................
WAJIB PAJAK/ KUASAWAJIB PAJAK *)

( l

it) Coret yang tidak perlu
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PEMERINTAH KABUPATEN MAlALENGKA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JALAN JENDERAL ACHMAD YANI NO.9, MAJALENGKA 45411
Telepon ( 0233) 281167, Faksimile ( 0233 ) 281167

KEPUTUBAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ABET DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor Tahun 2017

Tentang
PENGURANGAN PAJAK BUM! DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)

KEPALABADANKEUANGANDANASETDAERAH
KABUPATENMAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

bahwa berdasarkan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tanggal Atas
nama Wajib Pajak yang diterima berdasarkan nomor
pelayanan tanggal Atas SPPT No.
Tahun Pajak 2017 dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang
dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian maka dipandang perlu
menetapkan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBBP2) dengan Keputusan Kepala Badan.

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1l0/PMK.03/2009 tentang
Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perrlesaan dan Perkotaan di
Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2012 Nomor 2 );

MEMUTUBKAN

Mengabulkan sebagian permohonan pengurangan PBB-P2 yang
tercantum dalam SPPT Tahun Pajak 2017 dengan rineian sebagai
berikut:
a. NOP
b. Nama Wajib Pajak
e. Alamat Wajib pajak
d. Alamat Objek Pajak
e. PBBTerutang Rp.
Sebesar ( persen) dari PBB P2 terutang

Besaran PBB P2 yang harns dibayar adalah sebagai berikut :
a. PBByang teru tang
b. Besarnya Pengurangan
25%xRp.

e. PBByang terutang setelah pengurangan Rp ( )

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan keten tuan
apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan didalamnya akan
diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ABET DAERAH
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F. Format Permohonan Pengurangan/PembataJan SPPT Kolektif

PERMOHONAN PENGURANGAN/PEMBATALAN SPPT - KOLEKTIF

Nomor
Lampiran
Perihal Permohonan Pengurangan/Pembatalan

SPPT PBB tahun pajak .

yth. Kepala Hadan Keuangan dan ABet Daerah
Kabupaten Majalengka
di

TEMPAT

Yang bertanda tangan dibawab ini :

Kepala

Desa/Lurab *j

Kecamatan
Kabupaten .

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PBB sebagailnana daftar
terlampir, dengan ini mengajukan permohonan penguranganjpembatalan atas SPPT PBB
tahun pajak dengan alasan sebagaimana tercantum pada daftar terlampir:

Bersama ini dilampirkan pula: Beri tonda X pOOa kolom yang dipilih

1. Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orangj pihak lain).
2. Foto copy KTPatau identitas lainnya dan wajib pajak.
3. Asli SPPTjSKPDjSTPD *J tahun pajak yang berkenaan.
4. Bukti lainnya.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih .

.........................................•........................
MENGETAHUI,

CAMAT , .

(..........................•.........•............ j

*j Coret yang tidak perlu

KEPALADESA/LURAH

(.......................................•..•...... j
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PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JALAN JENDERAl ACHMAD VAl'll NO. 9, MAJAlENGKA 45411
Telepon ( 0233) 281167, Faksimile ( 0233 ) 281167

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAl'I' DAN ABET DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor Tahun .

Tentang
PENGURANGAl'I' PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P21

KEPALABADANKEUANGANDANASETDAERAH
KABUPATENMAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KETIGA

bahwa berdasarkan surat permohonan pengurangan Pajak Humi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tanggal Atas
nama Wajib Pajak yang diterima berdasarkan nomOT
pelayanan tanggal Atas SPPT No.
Talmn Pajak 2017 dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang
dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian maka dipandang perlu
menetapkan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBBP2) dengan Keputusan Kepala Badan.

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1l0jPMK.03j2009 tentang
Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perrlesaan dan Perkotaarl di
Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2012 Nomor 2 );

MEMUTUSKAN

Mengabulkan sebagian permohonan pengurangan PBB-P2 yang
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpeisahkan
dad Keputusan ini

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan
diadakan perubahan sebagaimana mestioya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal

KEPALA BADAN KEUANGAl'I' DAN ABET DAERAH
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LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ABET
DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor
Tanggal
Tentang PENGURANGAN PAJAK BUM! DAN

BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DESA CIBIORELANG
KECAMATAN JATIWANGI
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN PAJAK .

DAFTAR PENGURANGAN PBB-P2 DESA CmORELANG KECAMATAN JATIWANGI
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN PAJAK .

KETETAPA

NO NOMOR OBJEK PAJAK NAMA WAJIB PAJAK
KETETAPAN PERSEN N SETELAH

PBB TASE PENGURAN
GAN

KEPALABADANKEUANGANDANASET DAERAH
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G. Format Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB

Nomor
Lampiran
Perihan Permobonan Pengembalian

Kelebiban Pembayaran PBB

Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten M~a1engka
di

TEMPAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama '.
No. KTP NPWPD .
Alamat : JIn No Telp Rf RW.
Desa/Kelurahan*) : Kecamatan .
Kota/ Kabupaten .. .
Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *)PBB atas tanah dan atau bangunan yang terletak di :
Alamat Jln No Telp Rf RW.
Desa/ Kelurahan *) : Kecamatan .
Kabupaten . . .
No. SPPT/ NOP : tahun pajak .
Berdasarkan Akta/Risalah Lelang/SK Pemberian Hak Baru/Putusan Pengadilan*) :
Nomor : tahun '
Yang dibuat oleh .
Jenis perolehan hak: .
Pembayaran PBB : Rp tanggal di Bank
Dengan ini mohon pengembalian kelebihan pembayaran PBB sebesar Rp
( )
dengan alasan :
..................................................................................................................................................

Untuk pengembalian yang kami mohan adalah : Ben tanda X pada kolom yang dipilih

~: g:~~:~~~~kan pada Bank No. Rek El
Atas Nama .

~'.~~:~:=d~~~~~.~~~~~: EI
Bersama ini dilampirkan pula : Beri tanda X pada kolom yang dipilih.

I. Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal dikuasakan kepada orang/pihak lain).
2. Foto copy KTPatau identitas lainnya dari w'\iib pajak.
3. Asli Surat Setoran PBB (SSPD).
4. Asli SK Keberatan/SK Pengurangan/ SK Pembetulan/Putusan Banding *j
5. Foto copy Akta/Risalah Lelang/SK Pemberian Hak Baru/Putusan Pengadilan*)
6. Foto copy SPPT/PBB tahun terakhir untuk objek pajak yang berkenaan.
7. Foto copy bukti Pembayaran PBB (SSPD/STTS *j tahun terakhir untuk objek pajak

yang berkenaan.
Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih .

.................... .
WAJIB PAJAK/ KUASAWAJIB PAJAK*)

( )

*) Coret yang tidak perlu
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H. Format Nominatif Piutang PBB P2

NOMINATIF PIUTANG PHB P2 YANG DIPERKIRAKAN
TIDAK MUNGKIN DITAGIHKAN

KELURAHAN / DESA
KECAMATAN
KABUPATEN : MAJALENGKA

Tahun Jumlahyang
No NamaWP AlamatWP NOP harus Keterangan

Pajak dibayar

Kepala Bidang PBB & BPHTB Kasubid PBB
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I. Bentuk Surat Keterangan Lunas

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JALAN JENDERAL ACHMAD VANl NO.9 MAJALENGKA 45411
Telepon ( 0233) 281167, Faksimile ( 0233 ) 281167

SURAT KETERANGAN LUNAS
No:

Yang bertanda tangan eli bawah ini Kepala Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Majalengka dengan ini dmenerangkan bahwa
Pajak Bumi dan Bangunan atas :

Nama Wajib Pajak
Alamat
NO. SPPT(NaP)
Letak objek Pajak
Te1ahdibayar lunas

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk
e1ipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALABKAD
KABUPATENMAJALENGKA
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J. Bentuk dan Format Surat Pengajuan Permohonan Pengurangan Pokok
Tunggakan, Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi dan Permohonan
Pokok Ditunggakan dan Sanksi Administrasi.

PENGAJUANPERMOHONAN .

Lampiran
Perihal

Kepada yth.
Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Majalengka
<Ii

Majalengka

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama
Alamat

Dengan ini mengajukan PBB P2 Tahun , objek pajak sebagai berikut:
Nomor Objek Pajak (NOP)
Nama Wajib Pajak
Alamat Wajib Pajak
Letak Objek Pajak
Desa/Kecamatan
Ketetapan PBB Tahun : Rp.

Dengan Alasan sebagai berikut :
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Permohon
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SURATKUASA

Yang bertandatangan di bawab ini :

Nama

PekeIjaan

Alamat

Selaku "PEMBERIKUASA":

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama

PekeIjaan

Alamat

Selaku "PENERIMAKUASA"

................................................................ KHUSUS .

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, melakukan proses pengurusan validasijpenelitian SSPD
BPHTB atas SPPT (Surat Pemberitabuan Pajak Terhutang) Nomor .

Untuk itu Penerima Kuasa berhak melakuan segala tindakan yang perlu dan bersama agar
tercapai maksud tersebut di atas.

Yang menerima Kuasa, Yang Memberi Kuasa

Materai

Rp.6.000
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K. Format Laporan Realisasi Penerimaan PBB-P2

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PBB
Periode Minggu Tanggal sid Tanggal Tahun .

KECAMATAN REALISASI
No DESA/KEWRAHAN

TARGET SISA %
MINGGU LALU M'NGGU TNI SID MINGGU INI

I 2 3 4 5 6=4+5 7-3-6 B-6,3XIOO

I Kecamatan ..............

I Desa/Kelurahan .......

2 ---dst --
- - - --

JUMLAH

II KecamatllD ..•......•.•..

I Desa/Kelurahan .......

2 --dst ---

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH
KESEWRUHAN

LAPORAN REALISASI TUNGGAKAN PBB
Periode Minggu Tanggal sid Tanggal Tahun .

KECAMATAN REALISASI S'SA %
No

DESA/KEWRAHAN
TARGET

MINGOULAW MINOOUINI SID MINGGU INI

I 2 3 4 5 6"'4+5 7-3-6 8-6,3XlOO

I Keeamatan ..............

I Desa/Kelurahan .......

2 --dst ---
--- . _ .. - _ .....

JUMLAH

II Kecamatan ..............

1 DesajKelumhan .......

2 ---dst ---
-- -_. - -- -

JUMLAH

JUMLAH -
JUMLAH
KESEWRUHAN

Majalengka •.......................................
Mengetahui

KEPALABKAD
KABUPATEN MAJALENGKA

SEKREfARlS DAERAHJ
f KABUPATENMAJALE~G ( ,.

~-
Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA HAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,

c---:;;.:r---::7tL
~ GUN GUN M.D.• S.H .• M.Pd.

NIP. 19680327 199603 1 003

NIP.

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093

